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ABSTRAK

Nama : Indahwati Gozali
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa

Kereta Api Pengoperasian Tunggal (Commuter Line)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen selaku
pengguna jasa transportasi kereta api dengan sistem pengoperasian tunggal di
wilayah Jabodetabek. Penerapan sistem pengoperasian tunggal atau lebih dikenal
dengan Commuter Line merupakan satu upaya dari PT. KAI Commuter
Jabodetabek untuk memperbaikg atkan pelayanan kepada konsumen
pengguna jasa kereta_aai. . gCigian sistem yang baru ini,
terdapat banyak RS i 9. o perkeretaapian, di

antaranya sara n ang memadai dan
' eraturan dan

pelayanan

kerjasama
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ABSTRACT

Nama : Indahwati Gozali
Program Studi : Legal Study
Judul : Legal Protection for Consumers as Passengers of Commuter

Line Railway Transportation.

This thesis studied about legal protection for consumers as passengers of railways
transportation with single operation system at Jabodetabek. The implementation
of this system, which is better knovases Commuter Line, is an effort from PT.
KAI Commuter Jabodetabek eir service quality for railways
passengers. However, g agdation of this system, there
are a lot of problg ] 3 astructure, and poor
service. Therefq n and cooperation

between th o 2
Key VNS X q" Q S protJ PT. KAI
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T UY *
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya
pembangunan yang terjadi di Jakarta. Dari banyaknya pembangunan tersebut, hal
yang paling signifikan dan juga meggapatkan pujian dari mancanegara adalah

pembangunan infrastruktur yas gnperhatikan segi estetika namun

d ( ) i ! pembangunan
2 K 7 A transportasi

gt s ot meg i sfarakat dan
dalam P ! halfasional. A asi yang

u. rekg 1an ne

juga memperhatikag

Salah = gat
infrastrukt ¢
memilil
juga s :

leng

nsportasiedi Ind§acsiillvagll discleaggarakan entrian

Perhd oan Rg IndoneSig, tqRdER M s @Pfnsportasi ® anspgihsi laut,

transpy eretaap da ara. Ke sarana
transbi memiliki ngs i gai  sarana Jdgangkut
at luas neg Mesia yakni
% ’Rﬁ»‘ a&portasi untuk

barang. Te

7 -

Salah satu“SHRERPPITISpOLAS) ﬁ 1ng d1SUTMICh masyarakat serta
dapat menjadi alt M'a | & : $Mg adalah kereta api.
J p

penump
sebesar 1.9 69

proses distribysted

s

merupakan sarana transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat

Transportasi kereta api telah aQ r ortasi massal sejak dahulu dan
dari berbagai golongan. Menurut Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2007

tentang Perkeretaapian, definisi dari Kereta api adalah sarana perkeretaapian

! “Pembangunan Jakarta Dipuji Mancanegara,” http://www.seputarjakarta.com/spip.php?
article327, diakses tanggal 19 September 2011.

* Ikhwan Mansyur Situmeang, “DPD RI Tekankan Arti Penting Kelengkapan
Infrastruktur,” http://www.pewarta-indonesia.com/berita/nasional/2442-dpd-ri-tekankan-arti-
penting-kelengkapan-infrastruktur.html, diakses tanggal 19 September 2011.
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dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana
perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang
terkait dengan perjalanan kereta api.’

Sebagai sarana transportasi massal, kereta api memiliki banyak keunggulan
antara lain adalah tarifnya yang terjangkau oleh masyarakat, aman, hemat bahan
bakar, ramah lingkungan, cepat sampai tujuan dan dapat mengurangi jumlah
kemacetan yang sekarang ini melanda ibu kota Jakarta. Tarif kereta api untuk
kelas ekonomi Jabodetabek seharga Rg 1000,00 — Rp 2000,00. Sedangkan tarif

kereta commuter Jabodetabek & Q0. Jika dibandingkan dengan tarif

angkutan umum lajs 47 j ) O cau mengingat jarak

at keamanan
yang lgli D aig crl di setiap
di temyegs Papa  petugas eyl pmastikan
O SoToMg i < - kerg™an Juoe cgbrang di

a api, hegheda deNganiilis 1d0ta yangaaaenaikk: runkan

jalan. KSjetafapih dfund®an moda t grtasi b hemat

ener Cncapai | li - er andingka M gerbang.
KeregtMat mengura e@i - 0 .b bakar yanM(an dan
bisa meMi sampai 85° ! |v

Tabel 1.1

Perbandingan Pe!

No | Jenis Transportasi

1. | Kereta Api 3 liter

2. | Bus 0,5 liter

3. | Pesawat Terbang | 40 liter

4. | Kapal Laut 10 liter Sumber : PT. Kereta Api (Persero)

3 Indonesia (a), Undang — Undang tentang Perkeretaapian, UU No. 23 Tahun 2007, LN
No. 65 Tahun 2007, TLN No. 4722, Ps. 1 angka (2).

4 M. Dharmawan, “Kereta Api Paling Hemat dari Semua Moda Transportasi,”
http://akuinginhijau.org/2007/07/03/kereta-api-paling-hemat-dari-semua-moda-transportasi/,
diakses tanggal 21 September 2011.
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Gambar 1.1

Perbandingan Gas Buangan antar moda angkutan

CO2 emitted. 200m / 322km journey

Car Plane Train

Sumber : Akuinginhijau.org

Kereta api dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kemacetan

yang terjadi di Jakaga. alikvang dapat mengangkut

penumpang dalag lapat menjadi solusi
dalam mengglira 3 i eh terlampau
banyakny3 memilih
menggiiak .. i Jan faktor

kenya ALoodadaal dala ‘ | alen ' kat perlu

memEct™ M untuk menSEanakEFanclfan umum. BCTaoee nelitian

di Jeg® Byaraj B D1 Jarcpiis dhn tepat

wakt

Rertmiperhatikan balje B an@lisclenggarakan Oleh df T. KAI

Commu ?odetabek ] & . bagai permasatdhan seperti
kondisi s aflan prasgia , adad
lapangan yang dilg d(i: y : \t}' pkereta api demikian

tuk digunakan

W yang pecah bahkan

enyala, kondisi stasiun yang

dapat ditemul <
karena pintu keretW , @
hilang, kondisi kereta yang | W t
kotor, dll.
Selain kondisi sarana dan prasarana yang kurang merhadai, perlu juga
diperhatikan pelayanan oleh penyelenggara jasa kereta api sendiri. Konsumen

kereta api sering sekali dirugikan karena keterlambatan kedatangan kereta api. Hal

> Khisty C. Jotin dan B. Kent Lall, Dasar — Dasar Rekayasa Transportasi [ Transportation
Engineering], diterjemahkan oleh Julian Gressando, (Jakarta: Erlangga, 2006), hIm. 99.

6 “Macet? Mari Naik Kereta Api,” http://megapolitan. kompas.com/read/2009/08/10/
1038405/Macet.Mari.Naik.Kereta.Api, diakses tanggal 21 September 2011.
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ini berdampak pada tertundanya konsumen dalam melakukan aktivitasnya. Hal
yang sering kali menjadi permasalahan adalah saat kereta terlambat datang, dari
pihak stasiun sama sekali tidak memberikan informasi kepada konsumen
mengenai keterlambatan kereta tersebut sehingga konsumen terus menunggu
kedatangan kereta dalam jangka waktu yang cukup lama. Padahal sudah menjadi
kewajiban pihak stasiun untuk menyampaikan segala informasi secara jelas
kepada konsumen sehingga konsumen dapat segera mencari tindakan alternatif

untuk mengantisipasi hal tersebut.

Dalam rangka menga di atas, PT. KAI Commuter

Jabodetabek menegg tunggal (Commuter
Line Single Qp ‘ y b kereta api. Pada
sistem ya rd : : e c ki ntuk wilayah

Jabodet#ibd : ~ RE Express.

Sedang Yang ditaw$ 1 Commuicr=m g melalui

sisteri | s crair obmi dan

KRL . Perbeda

2n lain pada n per

eta api,

dimaj@apada sj erdahulu™Sppciii Sd akarta — 8 R onomi

dan K Pmi AC B ti st ecuali G% Bcgangkan
KRL R anya berhe 1. S M ta&i tertentu. Na a sistem
yang seu ini digunak¥ : W api comm Mr tunggal,

KRL EkonOYWPUan sty Dads SO Sesiuntermasuk stasiun
'y R

Gambir.
angka menunjang
hstem perkeretaapian

1
t a

Mengingat
perekonomian naSM

commuter jalur tunggal oleh bodetabek. Dalam hal ini perlu
dikaji berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak ‘penerapan sistem
tersebut. Selain itu perlu pula dikaji upaya — upaya dari PT. KAI Commuter
Jabodetabek untuk mengatasi permasalahan yang timbul serta upaya — upaya yang
perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Pengkajian terhadap hal ini akan dihubungkan dengan Undang — Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang — Undang Nomor 23
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Tahun 2007 tentang Pekeretaapian dan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat
permasalahan tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Pengguna Jasa Kereta Api Pengoperasian Tunggal (Commuter Line)”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atga, maka pokok permasalahan yang menjadi

fokus dalam penulisan ini adg
1. Apa saja pergadal J na layanan jasa KRL

Commuge rg

2. Bagalien . % P cEngouna KRL

CAmt St [ O tentang
! \c- 2 onsumen % v, un 2007

dalam

. KAI

3¢ a yangedapat Makilhn gONsUpReE K RI

enghadag rmasalah?¥apd nifcolifon perkercWigiiman olch

. abodetd
N . H .

1.3 TujNggi#helitian

g’

perlindungan gas Ve 3 s C0aZad i oouna layanan
jasa KRL CommTreenms « CHR T Wt Jabodetabek.
Selain itu seca
a) Mengetahui permasalah d a saja yang dihadapi konsumen
pengguna layanan jasa KRL Commuter yang menyebabkan terganggunya
kenyamanan konsumen dalam menggunakan kereta api commuter.
b) Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh
konsumen sebagai pengguna KRL Commuter yang termuat dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
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¢) Mengetahui upaya — upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen
pengguna jasa KRL Commuter apabila konsumen menghadapi

permasalahan penyelenggaraan perkeretaapian oleh PT. KAI Commuter
Jabodetabek.

1.4 Definisi Operasional
Terdapat beberapa istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan ini.
Agar tidak terjadi salah tafsir, maka Qerikut akan dijelaskan istilah-istilah yang

dipergunakan dalam penelitiags

a. Perlindunga

Definisiy an Konsumen
Pasa ya kepastian

b. v
: sugg nsumen
iap orgagepemalili R nglitan/ajaaeelasa dalam

alk bagi ol 4@ sendiri, ol o ain,

ahluk hid n a i JGEREN R Wkaitkan
adalah

enulisan inj %k omg 'Iaa d dengan kd

pengguna : N vv

definisi pelaku
usaha, baik yang

usaha sebdwnEsoe o8 ararr—onee , bai
berbentuk ba: A Wl EMm yang didirikan dan

berkedudukan atau me alam wilayah hukum Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Jika

7 Indonesia (b), Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN
No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 angka (1).

8 Ibid., Ps. 1 angka (2).

? Ibid., Ps. 1 angka (3).
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dikaitkan dengan penulisan ini, maka yang dimaksud dengan pelaku usaha
adalah PT. KAI Commuter Jabodetabek.

d. Perkeretaapian
Menurut UU Perkeretaapian Pasal 1 angka (1), perkeretaapian adalah satu
kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya
manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api.'’

e. Kereta Api

Definisi kereta api meg gapian Pasal 1 angka (2) adalah

sarana perkegs glalan sendiri maupun
akan ataupun
ta api.'' Jika

ereta api

U Peglkaretaapify P angkg ang § dengan

asarang cretaapiamudag e L eta_api, SWEER kere

perasi kerd ag | l b1 d llioperasik® '

1.5 MetUnehtlan

Meto encl -‘a Iz ’ n 1 dalah metode

penelitian hujgas 2 aleWiancneliti bahan-
bahan hukum priHee C uy;ier |ii| l me MY penelitian lapangan
yang disertai dengan 4‘ ”esponden Oleh karena

itu metode yang digunakan

pi, dan

Dat®n data yang diperlukan adalah
metode penelitian kepustakaan ditambah dengan wawancara kepada narasumber
dan respoden untuk melengkapi data yang ada.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif-berfokus masalah (problem focused research), yaitu penggabungan

"% Indonesia (a), op. cit., Ps. 1 angka (1).
" Ibid., Ps. 1 angka (2).

2 Ibid., Ps. 1 angka (3).
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antara penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu
individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan
frekuensi suatu gejala dengan penelitian yang permasalahannya didasarkan pada
teori atau dilihat kaitannya antar teori dan praktek."
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari hukum
positif dan isinya mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat,
berupa:

a. Undang — Undang 1999 tentang Perlindungan

Konsu
b. retaaplan dan
c. dengan

fflkum yang informasi

serta
2 14 5 .
asinyaRahan , e ah, dan

dtikel dag alah, surat™ab?

33 Mnbahan A : @ diperluk® pgnelitian
I Mis juga me inak Bt [ wWancara dedlsumber
daUnden sebaga v

Meto ali ( ‘r Vang ot nilk JNamdal ‘;t gtan Malitatif dimana

dari penelitiajgsepo " T e et il analitis. Data
yang disajikan DS gka-angka statistik

BRI Rallpat A ki o - isti
ataupun koding-koM ; ‘ mahami atau mengerti

permasalahan yang diteliti.

1 Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4-5.

" Ibid., him. 31
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1.6 Sistematika Penulisan

BABI

BABII

vyelenggaraa ags e‘a i yang diseld

BAB IV

Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang dari penulisan skripsi perlindungan
hukum kepada konsumen pengguna KRL Commuter, pokok
permasalahan yang akan dibahas, tujuan dari penulisan, definisi
operasional, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini,
dan sistematika penulisan.

Tinjauan Umum Hukum Pgglindungan Konsumen di Indonesia

Dalam bab ini, 14 - penjelasan secara umum dari
huku P 0 Penjelasan tersebut

at ian dari hukum
llag i konsumen,

A baik dari

' maupun o gaha, kedu , prinsip
LW TOR] A K aha, clesa y gcngketa
gumen daaeperaturtin 1ajilyvagl terkag

g mum tetNgdial flcp@Saraan Tra 151 h Api

bab 1 m an jelasan m dari

Wican oleh
, - jelasan te Herdiri atas
dah g 0" sa&
Fa

nyelenggaraan
pggaraan KRL
TR MElingan ancor Cta api commuter di
Indonesid : : gara Asia Tenggara
seperti Malaysia S

Jabodetabek atas musibah yang dialami konsumen dan regulasi
terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna KRL Commuter
Pengoperasian Tunggal (Single Operation Commuter Line) yang
diselenggarakan PT. KAI Commuter Jabodetabek

Bab ini memuat analisis terhadap permasalahan yang dihadapi

konsumen selaku pengguna jasa kereta api Commuter Line. Kemudian

Perlindungan Hukum..., Indahwati Gozali, FHUI, 2012

Perlindungan hukum..., Indahwati Gozali, FH Ul, 2012



BAB V

-
T UY *

akan dilanjutkan dengan analisis perlindungan hukum bagi konsumen
pengguna KRL Commuter berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Bab ini juga akan
memuat analisis atas upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh
konsumen KRL Commuter dalam menghadapi permasalahan
penyelenggaraan  perkeretaapian oleh PT. KAI Commuter

Jabodetabek.

Penutup

Bab pg g Dl

.' C ( 1C

berdasarkan pokok

slan-saran bagi

&/ N\

-0~
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BABII
TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI INDONESIA

2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum (perlindungan) konsumen merupakan cabang hukum yang baru
namun bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing
namun jika diteliti dari hukum positif gang sudah ada di Indonesia ternyata dasar

— dasar yang menopang sudaj gne termasuk dalam hukum adat.

Hukum perlindung ) masyarakat sebagai
konsumen akgn a i pelaku usaha
yang menj 3 memperoleh
keuntuglea Raa 1T alan serta
penera tandar yans ; onsumen.’

oY L P oCr uan dungan

Kons u Pepgagtar” ' ¥ antaraadlkum dengan

huku perling konsunT¥y " 1au, huk® onsudil adalah

kesel S — asas [alJ> mengal® Mgan dan
masabdiaan pengginn | C 3 an/atau jasa) enyedia
dan pevnya dala : - . S&Mn hukum

perlindunga™®onsug i? an e kaidah yang

ah penyediaan

ra [ tara penyedia dan
penggunanya dalamﬁd B

Berdasarkan pengertian at disimpulkan bahwa Hukum

perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen yang

"> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet. III,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 12.

' Az. Nasution (a), Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cet.Il, (Jakarta:
Diadit Media, 2006), hlm. 37.
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memuat asas — asas atau kaidah — kaidah yang bersifat mengatur dan juga

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.'’

2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
2.2.1 Asas Perlindungan Konsumen
Berdasarkan Pasal 2 Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang disertai dengan penjelasannya, perlindungan

konsumen berasaskan:'®

1. Asas manfaat dima gamanatkan bahwa segala upaya

dalam peg ' 1 g harus memberikan

manigaj . & en dan pelaku

aflvat dapat
0 kepada
ga dan
nakan kesaiibanika S

bangan

epenting st dan pen™® dglam arti
vil ataupun spiliihal.

4.Vkeamanan sumen di Han untuk
o TR an&

mMik ﬁl ‘

dalanaseen o OTHE g : sommie 0L p dan/atau jasa

yang diKOnSmmsraa dioug Q
5. Asas kepastremmer upf . Vpelaku usaha maupun

konsumen menaati uk in

_ gk tuk memUiginan kcsgllibangan

ada konsumen

emperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

'7 Az. Nasution (b), Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 65.

' Indonesia (b), op. cit., Pasal 2 dan penjelasannya.
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2.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen
Berdasarkan Pasal 3 Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan:'’
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaapgkonsumen dalam memilih, menentukan

dan menuntut hak — men;

Menciptalgs g mengandung unsur
kepagtig erga  akses untuk
st

5 1‘ b ad3 ) [ °Nng pentingnya
BT konsumg sﬁ 9 umbuh R v adg jur dan

eV a0 U be a;
katka alitas\gy b4ilng &F dan/3 jasa enjamin

clang I usaha pMguRRLENEN o dfh/atau jasdNgEmehata manan,

‘ ¥Clamatan

23 Penw Konsumen

dalam masyarak® , ‘ s L1 SC ®luarga, orang lain,

maupun mahluk hi(™ ; N kan. Namun dalam

Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi
dikenal istilah konsumen antara dan konsumen akhir.*

Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau
jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk

diperdagangkan (tujuan komersial). Dalam hal ini, barang/jasa yang dimaksud

' Ibid., pasal 3.

% Ibid., pasal 1 angka (2) beserta penjelasannya.
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adalah barang atau jasa kapital berupa bahan baku, bahan penolong atau
komponen dari produk lain yang akan diproduksinya.

Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya
pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali
(non-komersial). Dalam hal ini, barang/jasa yang dimaksud adalah barang atau
jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah — rumah tangga masyarakat.
Konsumen akhir inilah yang dilinduggi menurut Undang — Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindugg

Dalam berbag | s onsumen akhir yang
dilindungi adgy, dangan, namun

alah:?!

adapula ya

a ST ONSN : g afikonsumen
W orang pe ut harga

yang

atkan _lhagano u it i ¢perluan

perundan§ dd a i sumen ag . orang
mendapatkay £% ‘ can harga Jtapkan

& i-tingginya alau harg Mih, maka
@i Ry ¥

& f/‘ N
c. UU Ja dag_a entukan konsumen
adalah setia 4 %ﬂk dijual kembali dan

U
an pribadi, keluarga atau rumah

rluan pribadi,

pada umumnya digun
tangga.

d. Pada hukum Inggris, dari berbagai peraturan perundang — undangan dan
yurisprudensi dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen akhir adalah
setiap pembeli pribadi (private purchaser) yang pada saat membeli
barang tertentu tidak menjalankan bisnis dagang atau keuangan baik

sebagian maupun seutuhnya dari barang tertentu yang dibelinya itu.

I Az. Nasution (b), op. cit., him. 72.
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Unsur untuk membuat barang/jasa lain dan/atau diperdagangkan kembali
merupakan pembeda pokok antara konsumen antara dan konsumen akhir, yang
penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau
rumah tangganya. Unsur inilah yang pada dasarnya merupakan pembeda
kepentingan masing — masing konsumen, yaitu penggunaan suatu produk untuk
keperluan atau tujuan tertentu.

Konsumen antara (pengusaha/ pelaku usaha), dalam menjalanan usaha atau
profesinya, memerlukan kaidah — kajdah hukum untuk mencegah perbuatan —

perbuatan tidak jujur dalam bjs ar dengan berbagai praktek bisnis

tertentu atau pada s g . cl s yang menghambat
masuknya pe - a legoan cara — cara

yang tidak

Baet T (barang
dan/at s en) yang s ’ ] Chatan tubUTT oo Kolnan jiwa,
serta Ra LUK Riah (O kc®a atat Figla. Oleh

karen iperlukagadalahVgaidil — @ dah hulad vang yarat —

syardjaman sclig oduk ko msi mantgmslilcn okl dengan

-

inforg™® penar, juj

2.3.2 PuigigfU \ " 4
Pelak W N e, o daMha,baikyang

berbentuk bag
berkedudukan

didirikan dan
hukum Republik
Indonesia,  baik melalui  perjanjian
menyelenggarakan kegiatan ai bidang ekonomi. Penjelasan
pasal 1 angka (3) Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyatakan bahwa yang termasuk pelaku usaha dalam pengertian di
atas adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang,

distributor, dI.*

> Az. Nasution (a), op. cit., hlm. 29 — 31.

* Indonesia (b), op. cit., Pasal 1 angka (3) beserta penjelasannya.
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Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia membagi pelaku usaha (baik privat
maupun publik) ke dalam tiga kelompok yakni:**
1. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai
kepentingan. (contohnya : lembaga perbankan dan usaha leasing)
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang
dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku,
bahan tambahan dan bahan-bahan lainnya).

3. Distributor, yaitu pelakugusaha yang mendistribusikan atau

memperdagangkan bg ersebut kepada masyarakat.

i M bg Jl inkan saat
u 3

ang E mcleral prooe eli;

2.4 Hak dan Ke
2.4.1 Ha )
DAri

P jSUu
hendak Saeet. produk, (M
=

gran  balaa prod g gibeli _ddglal ber ik bagi

csehatalaupun kedMyan g BEEANY 3

ang dilf W 3 £ - ak inginanny i segi
as, ukuran, hg %a : J

d. Unen mengeta . v

e. jam &‘7 JuNEE” I T, AN, N uMan berfungsi

denggmwaalk’

f. jaminan TAEGE—EPaD12_bardle e meesestial atau tidak dapat
digunakan 11 4if mmatian baik berupa produk
maupun uang.

Akan tetapi pada kenyataannya konsumen tidak memperoleh apa yang

diharapkannya secara maksimal sehingga mengakibatkan kerugian pada diri

konsumen. Untuk itu perlu diketahui hak — hak konsumen.>

** Az. Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8
Tahun 1999 L.N. 1999 No. 427, http://www kemitraan.or.id/library/index.php?p=show_detail&id
=3674, diakses tanggal 6 Oktober 2011.

** Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang — Bayang Pelaku Usaha,
(Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 79.
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Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy mengemukakan empat
hak dasar konsumen, yaitu:*®
1. The right to be secured (Hak memperoleh keamanan)
Setiap konsumen berhak memperoleh perlindungan untuk barang
dan/atau jasa yang dikonsumsinya;
2. The right to be informed (Hak untuk mendapat informasi)
Setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas dan

komprehensif tentang suatge produk barang dan/atau jasa yang

dikonsumsinya. Alkss grmasi  sangat penting karena

konsume : D pbarang dan/atau jasa
yangak g ili ptuk mengetahui
ci : : }
~ H Ak ‘
e cn berha "9? @PrOduk baran® eeraia a dengan

iR sud ons oyl produk

dan/atauadasa tidk bEEEh @lam Lkaadisi tert dibawah

ngga dap Mg i

Wit to be h : B g
fimen harus g P i g kebutuhan dlhannya

ledengarka . . a yang ber n maupun
OIM‘lb Daga A Rk O ’7.;5‘ mperjuangkan

hak
Hak — ha %ﬁ]la larasi Hak Asasi
Manusia yang dican r 1948, yang masing —

masing pada pasal 3, 8, 19, at hak konsumen ini kemudian
disempurnakan oleh L.B. Johnson yang mengemukakan perlunya pengembangan

konsep product warranty dan product liability.”®

*® Happy Susanto, Hak — hak Konsumen Jika Dirugikan, cet.l, (Jakarta: Visimedia, 2008),
hlm. 24 - 25.

" Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, cet.l, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2007), him. 39.

* Yusuf Shofie, ed., Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas
Hukum, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1998), him. 49.
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Dalam perkembangannya, The International Organization of Consumers
Union (IOCU) yang sejak tahun 1995 berubah nama menjadi Consumers
International (CT) menambahkan beberapa hak yaitu:*’

1. the right to satisfaction of basic needs (Hak pemenuhan kebutuhan

dasar);

2. the right to redress (hak mendapatkan ganti rugi);

3. the right to consumer education (hak mendapatkan pendidikan

konsumen);

4. the right to a health mendapatkan lingkungan hidup
yang baik gese
Resolusg P alun 1985 tentang
Perlindung < 1 merumuskan
berbagak iny v : ﬁ , 3 &

SONLF — bahaya el patan dan

i dan peEligdungaikci@illtingin ckonamal sosial

ntuk mgdberikan

puan me : . a P tepat seSe dak dan
vhan pribadi; 3 .

4. ikan konsu e

5. terdny &.,.,’,’, -. , .‘ : '
6. kebchawag ( ’ \

soramn e TS Lagimtau  organisasi

crsedig nformasi Wgng hallai ol konsur™

lainnya “SHm—erCvan _dan S ik coempen kepada organisasi
tersebut un vl a = I} hproses pengambilan
41{ n?

keputusan yang me ereka.

* “Consumer Rights”, http://www.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-
rights, diakses tanggal 6 Oktober 2011.

3% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op. cit., hlm. 28.
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Disamping itu, Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gemeenschap
atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:’’

a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van
zijn gezendheid en veiligheid);

b. hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn
economische belangen);

c. hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding);

d. hak atas penerangan (recht opgoorlichting en vorming);

ochord).

e. hak untuk didengar

Yayasan Legliie ‘ grumuskan hak — hak

%)

papat ] g annyds

lingkyagan hiduy

konsumen sebag

edangkandam Rant4ncd Bk cy Undan® ndapdtentang

Perlind onsument¥y d ; ol¢ ultas HW Pnjversitas

Indond Departemen B i‘ { BN cnam hak & bnsumen,

yaitu eMk dasar dita K mendapatiulng sesuai
dengan nilMar &o"if lﬁ ’ * N .;;T‘o

hukum yang pae halodemms\men yaitu:>

a. hak atas" N euenTdan kcsg 5 W
hak ini di A . “ o Wn dan keselamatan

konsumen dalam p uM Wra®® atau jasa yang diperolehnya,

penyelesaian

sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis)

apabila mengonsumsi suatu produk.

3! Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit., hlm. 39-40.
32 Yusuf Shofie, ed., op. cit., hlm. 50.

> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, him. 40-46.
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b. hak untuk memperoleh informasi;
hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang
benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen
dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta
terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah
mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan

produk, tanggal kadaluwarsg, serta identitas produsen dari produk

tersebut. Informasi ipd g0 dampak yang signifikan untuk
meningka cf 3 , | cmilih produk serta
hty, sehingga akan

butuhannya.

an kebeb onsumen

T sesud i'}hannya
aK ug dengar;

erupa R cn gwtidak dirts lanjut
Vk untuk me N ﬁ agi Bilgian.

S Utuk memperd3 - g

haM 3 ‘-;? N2l g SN 110 :?’5 1mhset1ap orang

(kongmeeen) "DOM TOTTD St oogeme (barang atau

jasa) urit® O q (SCoaremmwal). Hak — hak ini
dapat berup? 4 papemeecrta hak — hak lainnya

yang berupa hak untu

a tekagaaedari piNgk &

p Qidikan, kesehatan dllI.

f. hak untuk memperoleh ganti rugi;
hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi
rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang
tidak memenuhi harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu
memerlukan prosedur tertentu baik yang diselesaikan secara damai (di

luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
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g. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun
keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat
penggunaan produk karena dengan pendidikan konsumen tersebut,
konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu
produk yang dibutuhkan.

h. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
hak atas lingkungan hidup yage bersih dan sehat ini sangat penting bagi

setiap konsumen dag untuk memperoleh lingkungan

hidup yapsleers g . gicmperoleh infomasi

tentapg ng o Nomor 32 Tahun

ar yang

atuk dup™Ronsu P akibat

prian harga. sccardNi1d@ walar kageiae dalam tertentu

onsugadiapat saja cigh Pa suatu b3 ang 4 lebih

Maripada WA ENEETRN TR (o SR K Uantita Pgfau jasa
viperolehnya. J

j- utuk mendapd ; - hukum yaw
haM I ke RO \% konsthen yang telah
Dalam pas

; : “ iﬁ °ntang Perlindungan
Konsumen, merumu

a. hak atas kenyamanan; ea 4 Reselamatan dalam mengonsumsi

barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

** Indonesia (b), op. cit., Pasal 4.
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d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;*®

h. hak untuk mendapat kompggsasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/a, oA tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak g2
1. hak-halg d % § pryndang-undangan
la 2
Sgea i dag g j&li tiga hak
yang nise (RSP asar, yaity q

xS U unt ency Konst folhn, baik

persqualemaupi kailbiagharta lealeayaan;

cmperolelMgara ik - (o) asa dengd g vanoliliajar;

k memp Y W tut tcrhl® salahan
Uihadapi. & . ‘
2.4.2 Kewmm : ;‘ - L

Berdasaulass Il ckt P -y ia 1999 tentang

a. A 1Lt 4 prosedur pemakaian

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

3> Penjelasan pasal 4 huruf (g) menyatakan bahwa hak untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah,
pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

3% Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit., hlm. 46-47.

37 Indonesia (b), op. cit., Pasal 5.
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d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

Adapun pentingnya kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti
petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau
jasa demi keamanan dan keselamatan karena sering pelaku usaha telah
menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk. Dengan
pengaturan kewajiban ini memberikan konsekuensi pelaku wusaha tidak
bertanggung jawab jika konsumen yagg bersangkutan menderita kerugian akibat

mengabaikan kewajiban tersgh odusen tidak menggunakan cara

yang wajar dan gf q 1 W oatan tersebut yang
menyebabka ; h3 tigak menghalangi

pemberian gty j 7

Hal in e cbabkan KA

D gtuyl T O S | dafd/atau jasa.
!' prisumen, kKCTTOM®RI uk dapat

vk Lo SN clalg odusen.

pelak aha, kOunilinadlf terjadiaaga kerugi sumen

hscjak baPdirancangNep i ci#brodusen (P
m seng
% M ng — Undang U

arena kew 1 berguna
u& penyelesaian

mengik dungan

n 1999

konsu ara patut ya

tentang Wungan Kons

untuk men

sengketa kons

s

38 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit., hlm. 48-49.

39 Ibid., hlm. 49.

0 1bid., hlm. 49-50.
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2.4.3 Hak Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 Undang — Undang No. 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha terdiri atas:*'

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

c. hak untuk melakukag

gepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sepé
d. hak aga hukum bahwa

au jasa yang

o diatur O g Wan peraturdi epert ndangan

u usahaestuk Mmbay ke sesuai an nilai

tukarjarang g

usah Pt menun pih y & i W barang O a yang
dibeﬂ&epada konsuy 31 Fa O emadai meda yang
berlaku Mumnya ata v

Untu 1 » o LR .0 ’\ Mo d M€rupakan hak —

fu jasa yRg GEEaE:ngdan, menu an baldl pelaku

g sama.

7

hak yang lebuaslanvaree pcataedaintah dan/atau

Badan PenyelesiTSeM@RCa K 0ng “ BPQK) 7 pemeee
melakukan penyelesa 4 N

Hak — hak pelaku usaha (Pod®

an dalam tugasnya

Wpa®litemui pada faktor — faktor yang
membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
konsumen meskipun timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:*

1. produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;

2. cacat timbul di kemudian hari;

*! Indonesia (b), op. cit., Pasal 6.
42 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit., hlm. 50-51.

* Yusuf Shofie, ed., op. cit., him. 54.
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3. cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;

4. barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;

5. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Di Amerika Serikat, faktor — faktor yang membebaskan pelaku usaha dari
tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi:

1. kelalaian konsumen penderita;

2. penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat

(unforeseeable misuse);

3. lewatnya jangka wa aluwarsa) yaitu 6 tahun setelah
pembelia
prod
5. kgl " A : ngllakukan oleh

cglra bagian

un_ 1999 guo Pl dungan

-

: ‘ St isi dan
jam .‘;?’- ala 5 %, c %.‘.

perbaalage dITHN ’

TICRRE T T 12 0 psugaen sceammecnar dan jujur serta
ere N’ —

sa yang diproduksi dan/atau

Patakan k A TR a g berikutt

: ad baik dalag e%a a‘a sahanya;
b. erikan info jujur men

penggunaan,

c. mempe
tidak dis
d. menjamin mutu ba
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa

yang berlaku;

“ Ibid.
* Indonesia (b), op. cit., pasal 7.
* Penjelasan pasal 7 huruf (c) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membeda —

bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda — bedakan
mutu pelayanan kepada konsumen.
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e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*’

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterimagatau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

Kewajiban g ukan kegiatan usaha

merupakan sglal jgan, yakni dalam
pasal 133 t s L. J (N itikad baik.
Dalam D . d n K onsumen
meliputi

iartikan

n pelalad usahafgn i aadlc i ; barang

1prod sampai pNg 33 fnadCnjualan.™

2.5 Kbn Konsumenglf = d

Pru prinsip edudukan en dalam

hubungan Mrn 'é’? ang g Mk do ?.‘\‘ te

dalam perjalajgs . as:

1. Let the DesmoowiTe agu g “ i1
Menurut ted dg . f hi keperdataan, yang
h .

sampai membeli dan mengkonsumsi barang — barang ‘yang tidak layak.

yang dikenal
49

wajib berhati — hati a(t™™e ah kesalahan konsumen jika ia

Jika konsumen menderita kerugian, pelaku usaha dapat dengan mudah

*7 Penjelasan pasal 7 huruf (¢) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang dan/atau
jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau
kerugian.

“8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit., hlm. 52-54.

* Sukarmi, op. cit., hlm. 79-81.
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berdalih, bahwa semua itu karena kelalaian konsumen sendiri. Teori ini
ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen.
2. The due care theory

Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk
berhati — hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa.
Selama berhati — hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan.
Jika ditafsirkan secara a contrario, maka untuk mempersalahkan pelaku
usaha, konsumen harus dagat membuktikan bahwa pelaku usaha

melanggar prinsip Pelaku usaha hanya bersikap

menungg
3. The pyi

i

T
LT cn, it ; i
‘ —ercka telah 1o ;9 3 ibungan k ku usaha

rtinya,

QIR as | al g#IaT ya

en boleh menZicdill bolflasarkapasdyanpre N ractual

1abilit

Y Mtauan SN S Indones1 ,dernyata
banyak — produk 2 % %{ serta meruMsumen.
Berbagau embelian i , Onik, pemb Mah secara

™ I ANy
5 5 O (15

kredit umu rena transaksi

biasanya dilaj 1 pelaku usaha.

JoT
Dalam surat per;j@ gescout.hag Sl cigy beSarmmeperntingan pelaku usaha
terlindungi sement% .Q Wementara itu, untuk
memperbaiki nasib dan kedu v suMien tidak dapat menggantungkan
kepercayaan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pemerintah, karena keberpihakan
pemerintah terhadap pelaku wusaha sudah sering kali merugikan bahkan
mengorbankan nasib konsumen yang mayoritas masih berpenghasilan minim.*’

Hal ini menempatkan konsumen pada posisi yang lebih rendah dalam

hubungannya dengan pelaku usaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan,

>0 zumrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, cet.l, (Jakarta: PT. Penebar
Swadaya, 1996), hlm. 12-13.
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maupun kemampuan atau daya bersaing/ daya tawar (lihat antara lain resolusi
PBB 39/248 tentang Perlindungan Konsumen). Kedudukan konsumen ini, baik
yang bergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu tidak seimbang

dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.”’

2.6 Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Dalam Undang — Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, pengaturan mengenai tangoung jawab pelaku usaha terdapat pada
pasal 19 sampai pasal 28, yang
a. Pasal 19, B

RAsal 26, dan Pasal 27
yang

b. Ps 2 X g%

P R3 t C n S8 aig p@aku usaha
JReeReT U hi kewa) TS ,'y emberikamr o8 g n kepada

yat (L gmenyat§aniiihvill “Pela aha o jawab

an gag 01 atas keMgak@nEe @ cudfran, dan atNglimery o1apdhsumen

akib Bnsumsi g : W yang g atau
dipe:b.”5 > Berdasa .h M SP 2eung jawaD Wku usaha
untuk mukan ganti ru@ : pada barang M jasa yang
cacat tetapiM & ( Sakoih ofls CNiean (7 \“"h‘ ru&konsumen.54
Prinsip gusgaSI D 1o rnmangaqelieo DT owe eI 2 Sl tuntutan ganti

kerugian konsu di Q
1. Prinsip tan% alahan (Negligence)

Berdasarkan teori int u yang berakibat pada munculnya
kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen

untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku usaha. Selain

> Az. Nasution (b), op. cit. , hlm. 65.

> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op. cit., hlm. 65.
>3 Indonesia (b), op. cit., pasal 19 ayat (1).

>* Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit., hlm. 126.
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v rusak dan j

itu di samping faktor kesalahan atau kelalaian produsen, tuntutan ganti

kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan pula dengan bukti —

bukti lain, yaitu:

1. Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai
kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari
terjadinya kerugian konsumen.

2. Produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas

produknya sesuai dengan gtandar yang aman untuk dikonsumsi atau

digunakan.
3. Konsug

ibatkan adanya

ranty)
Dagal o ghnsumen
telah gaaglakukan ji yang

engan  preguk ¥ d#falnya. ° gcuno Jdbab ini

an kon! Pengan do a suatu

konsumen B P melihat

u kontrak ata® ; yang mewagian dari
koﬂ . m‘?ﬁ‘ agl sumen dalam

yang sifatnya

mutlak ¢ tidak didasarkan
pada upaya memenuhi janjinya.
Maksudnya, jika pro aya memenuhi janjinya, tetapi

konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani
tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Namun gugatan berdasarkan

wanprestasi memiliki beberapa kelemahan terhadap bentuk perlindungan

> Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab

Mutlak, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.

47.

% Ibid., hlm. 34-35.
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konsumen yakni: pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan,
kemungkinan adanya bantahan (disclaimer) dan persyaratan hubungan
kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun vertikal.’’
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Product Liability)
Prinsip ini menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang
cacat tanpa adanya beban bagi konsumen atau pihak yang dirugikan

untuk membuktikan kesalahan. Teori perlindungan konsumen lainnya

seperti negligence dan breacfpof warranty tetap ada atau berlaku, tetapi

sulit

tentu lebih
dibanding}

intuk  melakukan pembuktian

Tuju, e ; Sl ngp adalah untuk
memperkuat
n Mkesalahan,

oanti kerugg ’ dibebani

Aglya ata pada

onsugs aruslah difgo Rl 1gh slfplicr, karc ercka halllda pada

ang dap a Wb htau ongke®

vstribusikann padiih gl broduk, seba

us kegiatan bi v
SeMara ' i cad el *.\‘t“ atklsi konsumen,

pemijsueg Ao sasdmhak (produsen)
lli posr yang lebih kuat
: ’ Wtuk mengetahui dan

Selanjutnya, tujuan penerapan tanggung jawab mutlak ditemukan

dengan

1an dari

dalam 19
dibandinglcig

mengawasi produk.

bervariasi dalam beberapa putusan awal pembentukan prinsip tanggung
jawab mutlak, yaitu: agar ada jaminan bagi biaya atau ongkos dari cidera
yang diderita oleh konsumen akibat produk cacat yang dipasarkan oleh

produsen ditanggung oleh produsen, bukan oleh konsumen yang berada

37 Ibid., hlm.71-72.

8 Ibid., hlm.96.
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dalam posisi tidak berdaya atau tidak mampu (powerless) untuk

melindungi dirinya.

Secara rinci, beberapa rumusan tujuan penerapan tanggung jawab mutlak

adalah:

1. memberikan jaminan secara hukum bahwa biaya kecelakaan yang
diakibatkan oleh produk yang cacat ditanggung oleh orang yang
menghasilkan dan mengedarkan produk tersebut ke pasar, bukan oleh

pembeli atau konsumen.

2. penjual dengan ma ntuk digunakan atau keperluan
konsurps goan tanggung jawab
teghg agi cidera akibat
hy n sebaliknya

inya hak

: S grKccela k yang
tanpahaas menygukien W¥lalaianearoduse

. agy 0 dari keMgiala I A p@luk yang 8 harus_diilinooung

W supplie 2t C bej dalam p® < dapat
Vﬂasukkan ke, lan h g ™ kegiatan ~
Urumen kebija i 8 an bagl ke n publik.
gung ‘; ‘ ' e % ra oleh seseorang

dan HY. 4“, . &

2.7 Penyelesaian Sengketa
Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha

y3 clamatan orang

(publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen

tertentu.’” Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang

%% Ibid., hlm. 99-102.

% Az. Nasution (a), op. cit., hlm. 229.

Perlindungan Hukum..., Indahwati Gozali, FHUI, 2012

Perlindungan hukum..., Indahwati Gozali, FH Ul, 2012



— Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada pasal
45 sampai pasal 48.
Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang — Undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:®'
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan

umum.
2. Penyelesaian sengke gt ditempuh melalui pengadilan
atau dilugg 9 i ) ecla para pihak yang

bersepg
' . sumen dapat
[ Dilik ak yang
'lakukan

QCTSang

scorangdisumen yaiadifchE ot hli waris'y

POk konsu an} i ingan ya

Noa perlindung k masyaraka emenuhi
u aitu berbe yayasan, ya anggaran
dada ’ ' didirikannya

gan konsumen

dan telal ; aKa i eedran dasarnya;

%! Indonesia (b), op. cit., pasal 45 ayat (1) dan (2).

62 Penjelasan pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para
pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai
oleh kedua belah pihak yang bersengketa.Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai
adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan
konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak
bertentangan dengan undang-undang ini.

5 Indonesia (b), op. cit., pasal 46.
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d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang

besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

2.7.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

mengenai tindakan tertentu untuk megigmin tidak akan terjadi kembali atau tidak

akan terulang kembali kerugis glch konsumen.® Dalam hal ini,

konsumen dapat 1 14 & o: ang khusus dibentuk
Undang — Uggda t e ct3 sugaen (selanjutnya

disebut BIEK) : s (small claim

court) Jany o % : ot ; L t

65
ah.”” Tuga

par proses

berper epat, sede g BPSK

meliplt
nakanagaanoan i dafibeniitlcsaigaeaan ok cta ,dengan

cara g mediasi atu AgRiS o taff konsiliasi;

Mikan ko (e ko en;
kan pengaw hie h pan klausulau

da H)rkan kepad apabila teliH?langgaran

tentang

f. melakukan rlindungan konsumen;

% Ibid., pasal 47.

% Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, cet.l, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), him. 126.

% Indonesia (b), op. cit., pasal 52.

%7 Pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau
Mediasi atau Arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.
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g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen,;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan
huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian

sengketa konsumen;

j. mendapatkan, menelid i surat, dokumen, atau alat bukti

lain guna g i f

k. memyt rugian di pihak
kg
Yy 1108 . 3, helakukan
smmePtcrhadap pe -i»?@ Bhsumen;

a1k RiNISEE ke pclakn langgar

n Undaae_ Und¥ag

encaturgadin lanjut agecl aan tugas vewep il BPSK

diatu eputusal ent fisty dan PerOW tentang

Pelakbgas dan We Lo Rian Sengketeden, atau

yang SU‘I a disebu : an dan Mgan No.

350/MPP/K%/2 T 2 sl D ol KOG N vang tirugikan dapat
% o

mengajukan jgisgali OTToT SeorsiSU ) cagt@id 12 BPSK baik

secara tertulis mamp Ohonan penyelesaian

i N luj “ (1 Q {w i
sengketa konsumen TOWSS®T dadht I | waris atau kuasanya.®®

Hal ini dilakukan apabila konsuten™t =
1. meninggal dunia;
2. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan

pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana

% Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, ps. 15 ayat (1) dan
.

% Ibid., pasal 15 ayat (3).
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dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda
Penduduk (KTP);
3. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yangberlaku; atau
4. orang asing (Warga Negara Asing).
Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat
secara benar dan lengkap mengenai:”’

a. nama dan alamat lengkap ko@sumen, ahli waris atau kuasanya disertai

bukti diri;

b. nama dan

c. bara 5a {
d. b 0 Y\ hp YOk K. );
c Al Wa * oo ol atau jasa

OCTdITe ara Jageee €D O

0 baraggedan kegNgtaniilll akdfinaan jagaebila ad
cila BESEEF menolak Saeriio ‘ nyelesaiar gokcta Jdiihsumen
apabi] h-ketentd i ; dan pe ugatan
bukan an kewenang .P J
MWWajib men . pnsumen S%Mambatnya

diterima oleh

dalam wak&d (d ‘o);"-' ’ T ;‘th% ouga
BPSK.”
Putusan figatan ditolak atau

' M daigalan v
gugatan dikabulkan. A - ‘ M!at final (bahwa dalam

badan penyelesaian sengketa upaya banding dan kasasi) dan

mengikat.”* Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat

7 Ibid., pasal 16.
! Ibid., pasal 17.
7 Ibid., pasal 38.

7 Ibid., pasal 40 ayat (1).

7 Indonesia (b), op. cit., pasal 54 ayat (3) beserta penjelasannya.
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mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK
diberitahukan.”
2.7.2 Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada
ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan
dalam Pasal 45 Undang — Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.’® Penunjukkan pasal 45 dalam hal ini lebih banyak tertuju pada

ketentuan dalam ayat (4) yait mailih upaya penyelesaian sengketa

konsumen di luar g ) d hanya dapat ditempuh
apabila upaya,tg 3 bty pihak atau oleh
para piha ki men melalui
pengadifar}

% G ' \ gPtnyclesaian sumen  di

enyelesaian sendeta smen disdiiar pendigl Nyatakan

511 oleh al LD atau O R Qi yang

byelesaian seniiE el menggunadm acara

yang umu‘laku selama¥y £ v
M g My rhMpenyelesaian

1. oY R CLa giclg
Biaya perkd
Pengadilan pada umu

Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;

IS

. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Berdasarkan kritikan — kritikan tersebut, penyelesaian sengketa konsumen

7 Departemen Perindustrian dan Perdagangan, op. cit., pasal 41 ayat (3)
7% Indonesia (b), op. cit., pasal 48.
77 Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, op. cit., hlm. 234

8 Ibid., hlm. 237.
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melalui pengadilan tidak mejadi alternatif penyelesaian sengketa konsumen akan

tetap lebih menjadi pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa konsumen.

2.8 Peraturan Lain Terkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia
Peraturan perundang — undangan yang terkait dengan perlindungan
konsumen dapat ditemukan di antaranya pada Undang — Undang No. 2 tahun
1981 tentang Metrologi Legal, Undang — Undang No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang — Undang No. 40

tahun 1999 tentang Pers, Ung g Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian, Undags BR09 tentang Kesehatan,

Undang — Undag an Angkutan Jalan,

Undang — : C dang No. 20
tahun 2Q1 o 2Q07 tentang
Perseryg tentang
Perb

0 diperhatikan  bahv ; *tentuan peratuu ang —
undafe 2 boaieren MO ey undang
hun 19 3 " J 23 nsume hn, tetap

. 4

— und

berla\ng tidak diatjisec B dagmtau tidak be
ketentu undang - %

-0~

7 Az. Nasution (a), op. cit., hlm. 53-56.

% Indonesia (b), op. cit., pasal 64.
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BAB III
TINJAUAN UMUM TERHADAP
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI KERETA API

3.1 Sejarah Kereta Api Commuter di Indonesia

Staats Spoorwegen (selanjutnya disebut SS) sejak tahun 1917 telah
menunjukkan bahwa elektrifikasi jalur KA secara ekonomi akan menguntungkan.
Elektrifikasi jalur KA pertama dilakykan pada jalur KA rute Tanjung Priok —
Meester Cornelis (Jatinegara

24 Desember 1924

0 1923 dan selesai pada tanggal

i, pemerintah Hindia
Belanda mempe ikgrangkaian kereta

api diantagila s N 3 SLM (Swiss

Locomahi s Pn . btif Listrik
seri 3 Hrewemewebrik AEG (_z’ G ici Jerman.

Lokolad DU D% N D3 Y on R (Kereta
Rel L an pabgiledW esting@ou K - it lectric.

Bagigadar peg aan SS yMao g nidfarana, paSugles asional
keret 1 adala pC | W wegen Pgresmian
elektbr KA bersangilin d¢ M ulafilahun ke 50 SJUS juga
peresmiUun Tanjung . fda 6 April Uektriﬁkasi
jalur KA %g ' ‘(7' 0 ’:“\‘ le&)ada 1 Mei

1927. Elekts o aerd A rute Batavia

(Jakarta Kota) “GSmemPore (B0g 6 mylal dropemsonalkan pada tahun

19303
oy

Dengan pembukaan elektrifikasi jalur kereta api rute .Tanjung Priok —
Meester Cornelis (Jatinegara), saat itu sistem perkeretaapian Indonesia selangkah

lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.™

81 «Sekilas KRL”, http://www.krl.co.id/index.php/info-perusahaan-topmenu-84/sekilas-krl-
topmenu-28.html, diakses tanggal 16 November 2011.

%2 Soemino Eko Saputro, Kebijakan Perkereta-apian Nasional, Kemana Hendak Bergulir?,
cet. I, (Jakarta: Gibon Books, 2007), hlm. 125.
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Sebenarnya, elektrifikasi perkereta-apian bukan suatu hal yang baru sebab
sejak tahun 1899, Pemerintah Hindia Belanda sudah menjalankan trem listrik
yang melayani penumpang ke segenap penjuru kota Batavia. Selain itu sejak
tahun 1911, para pakar perkereta-apian SS telah aktif membahas elektrifikasi jalur
kereta api. Sejumlah studi banding di beberapa negara Eropa juga ditempuh,
namun laporan dan usulan P.A. Roelofsen yang diterbitkan pada tahun 1917
dianggap sebagai awal rencana elektrifikasi jalur kereta di Hindia Belanda.

Kemudian dibuatlah usulan kepadagPemerintah Belanda di Denhaag yang

langsung mendapat persetujugg

Berdasarkea ’ ulailah elektrifikasi
pada jalur elintasi Pasar
Senen ga jplur kereta
melew pertama

kalinga st eng Cijhayoran.

Saat igkedatapgan pesawat Fo disa4

cr g Jling satu terseb dengan

penuRaATREERTSs oLaMTUSan Wagoa Wclldali B via. SOl | *ocy) tahun

berse ¥ angku , dara KN akhirnya

N ~

Ele WSI jalu T PN T Ll Batavw berlanjut.

Dimulai dari Mea /{’ e : ;ﬁ\ anah Abang, Welte

Vreden, Angl@$B

Noordwijk (kini StW

rangkaian elektrifikasi tersals

Beos, Stasiun

1a dapat menggunakan KRL
(sebagai angkutan metropolitan) igan aman, nhyaman, cepat dan tepat.
Rangkaian KRL dibagi dalam tiga kelas: A, B, dan C. Kaum inlander (pribumi)

hanya boleh menumpang KRL kelas C saja.

Tenaga listrik untuk menggerakkan KRL diambil dari dua pembangkit
listrik tenaga air (PLTA) yang dibangun di selatan Buitenzorg (kini Kota Bogor),
tepatnya di Sungai Cianten untuk PLTA Kracak dan Sungai Cicatih untuk PLTA

8 Ibid., hlm. 126.
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Ubruk. Guna mengalirkan arus listrik yang berkekuatan 1.500 Volt DC dari
kedua PLTA, SS membangun sub-sub stasiun di Depok, Meester Cornelis
(Jatinegara) dan Depok. Hingga tahun 1970-an, masih tersisa loko listrik seri 3200
dan 3000. Tahun 1975, loko listrik seri 3200 dipakai untuk menarik kereta pasar
yang akrab disapa dengan kereta langsam (langzam, lambat). Pasalnya kereta ini
berhenti di setiap stasiun-stasiun tertentu. Kini hanya tinggal tersisa loko seri
3200 yang telah dimonumenkan oleh Indonesian Railway Preservation Society

(IRPS) di Bandung. *

Dalam rencaig ereta, SS siap untuk

mengembangka gda tahap awal, SS
membang
Bogor), gn. ‘ . cg sk SS hanya
dapat alur yang
perta Staats
Spoorgiagcn (ESS) inilah yangWgke 1 i 1 kereta

fak lagi

berl oo e Bg . [nilaMaanth KIS rScbut-S 2] mula
dengan

KA Jabod : ‘ Eta ran 1ok
digunvonesia mas p ﬁ bargl KRL  (tanp

diresmiW operasi KB e B o pada 976 oleh
Presiden Swto_ S ot N. o S\ anbus bertambah
pesat menjadi_andam d " ::é : !!b a Api (Persero) yang

perusahaan yang diberi nama PT. KA
No. 5 tahun 2008 dan Surat Menneg BUMN No. S-653/MBU/2008 tanggal 12
Agustus 2008.

ommuter Jabodetabek berdasarkan Inpres

Pembentukan anak perusahaan ini berawal dari keinginan para pemegang

sahamnnya untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan

8 Ibid., hlm. 127.

8 Ibid., hlm. 128.
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menjadi bagian dari solusi permasalahan transportasi perkotaan yang semakin

kompleks.

PT. KAI Commuter Jabodetabek ini akhirnya resmi menjadi anak
perusahaan PT. Kereta Api (Persero) sejak tanggal 15 September 2008 yaitu
sesuai dengan Akte Pendirian No. 415 Notaris Tn. [lmiawan Dekrit, S.H.

Kehadiran PT. KAI Commuter Jabodetabek dalam industri jasa angkutan
KA Commuter bukanlah kehadig

tiba-tiba, tetapi merupakan proses
pemikiran dan persiagag ‘ . Ringulai dengan pembentukan
Divisi Angkutan ereta Api (Persero),
yang memi : : , ’ | @kscro) Daop 1
ek berada di
aabek dan

Mo berof i 1 bawah

Crsero) Daop Wgakat

eretg

pokuta 22 otabek

muter

Jabolcbetelah men) DG n g JUsahaan ini Ml:n izin
usaha

E 51 Tah g, V. Bperasi pen ara sarana
perkeretaapiall No 4/" . " p Ean oleh Menteri

Perhubungan g 'tmgu_._mw
Tugas pokod 9 ; M menyelenggarakan
411 ) u

pengusahaan pelayanan jasa
sarana Kereta Rel Listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang (Serpong)

¥ apPCommuter dengan menggunakan

dan Bekasi (Jabotabek) serta pengusahaan di bidang usaha non-angkutan

penumpang.*

86 «Sekilas KRL”, op.cit.
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3.2 Tujuan dan Asas Penyelenggaraan Perkeretaapian
3.2.1 Tujuan dan Asas Penyelenggaraan Perkeretaapian

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2007, perkeretaapian diselenggarakan
dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara
massal (bahwa kereta api memiliki kemampuan untuk mengangkut orang dan/atau
barang dalam jumlah atau volume besar setiap kali perjalanan) dengan selamat
(terhindarnya perjalanan kereta api dari kecelakaan akibat faktor internal), aman
(terhindarnya perjalanan kereta api akiRat faktor eksternal, baik berupa gangguan

alam maupun manusia), nyag gtenangan dan ketenteraman bagi

penumpang selamg ; cC perjalanan kereta api
dengan waktyy. p saganya perjalanan
kereta api o erlaksananya

perjalagn ‘ ’ niln), efisien

(penye rkeretaapta hat yang

maks Nus.  TSELE lan, oM 0
7

ng, dan

peng angungoeaasiona

Wk cretaapidithacai bad LU i i isten _tallSportasi

nasiog® Poarakan 5
anfaat d
uksud denga Mnan harus
sm

dapat mem

bahwa pe
peningkatan
kemakmuran g
berkesinambung

b. asas keadila

Yang dimaksud dengan ah bahwa perkeretaapian harus
dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang

terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama

kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian.”

%7 Indonesia (a), op.cit., ps. 3 beserta penjelasannya.
% Ibid., ps. 2 huruf a dan penjelasannya.

% Ibid., ps. 2 huruf b dan penjelasannya.
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c. asas keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa perkeretaapian
harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana,
kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan,
kepentinganindividu dan masyarakat, antardaerah dan antarwilayah, serta antara
kepentingan nasional dan internasional.”’

d. asas kepentingan umum

[

Yang dimaksud dengan “asage kepentingan umum” adalah bahwa

perkeretaapian harus lebih mg alingan masyarakat luas daripada
kepentingan persegiay 3 atikan keselamatan,

keamanan, kegy,

3 99,

a qlay Fa ci@cretaapian
harus : kesatuan ‘ja' fencanaan yoane pbadu, dan
terint; Y I pang; . crark ctaapian,

intra n antagaaada traro

asas ke irian

sud deng i anjeeah bahwa garaan

perker® harus berlaj B iri kemampJ otensi
>

produksun negeri, se

kreativitas M beg f"' L , i %~ 1bkbangsa

1a dengan ovasi dan

Yang dima a NSy 2 a penyelenggaraan
perkeretaapian haruﬁej mgas untuk memperoleh
informasi yang benar, jela ingga masyarakat mempunyai

kesempatan berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian.”*

% Ibid., ps. 2 huruf ¢ dan penjelasannya.

*! Ibid., ps. 2 huruf d dan penjelasannya.

%2 Ibid., ps. 2 huruf e dan penjelasannya.
% Ibid., ps. 2 huruf f dan penjelasannya.

% Ibid., ps. 2 huruf g dan penjelasannya.
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h. asas akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan
perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”

i.asas berkelanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan
perkeretaapian harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan
meningkat dengan mengikuti kemajgan teknologi dan menjaga kelestarian

lingkungan untuk menjamin tgg han masyarakat.”

3.2.2 Visi, Mi abodetabek
PT.
Jabodectf#ibd : 11 o Q

Commuter
23 Tahun
dan/atau
qcnga 2 yar r, tepat,

r, efisjcaeserta ocd@emerataaa. perturl ftabilitas,
Poerak pe o4

er Jabo(W . KAI

flam mecg Cg

misi untuk ®ai hasil

penyeleun yang md " goperasian HCommuter
JabodetabeMlah 0;-"7 ety M T “;\‘i\ baMg memenuhi

bodetabek j

(S - 3 _ aagiihle R, Commuter

Jabodetabek adi™ ycic
berikut bisnis penH

nilai tambah yang tinggi bagi

harapan sta

aje asqrana oomeeserana perkeretaapian
a w untuk memberikan
i v estarian lingkungan.”

Selain memiliki tujuan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2007, PT. KAI Commuter Jabodetabek juga menerapkan 9 (sembilan) asas

% Ibid., ps. 2 huruf h dan penjelasannya.
% Ibid., ps. 2 huruf i dan penjelasannya.
7 Ibid., ps. 3.

% «Visi dan Misi”, http://www krl.co.id/info-perusahaan-topmenu-84/visi-a-misi-topmenu-
27.html, diakses tanggal 24 November 2011.
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yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tersebut. Akan tetapi
sebagai penunjang untuk mencapai visi dan misi nya, PT. KAI Commuter
Jabodetabek menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui
penerapan Kode Etik Perusahaan. Etika dan Perilaku dari nilai-nilai moral
berdasarkan budaya perusahaan dan semangat Good Corporate Governance
diharapkan dapat membawa PT. KAI Commuter Jabodetabek menjadi Perusahaan
yang memiliki integritas tinggi, peduli dalam memberikan pelayanan yang
semakin baik, komitmen kepada semugapihak yang terkait, dengan didukung oleh

Sumber Daya Manusia yang 2 an schingga PT. KAI Commuter

Jabodetabek men;j

5 ( bak yang terlibat di
) ] engan Surat
‘ 8 ; : 3 RKCJ/DIR-
g kode ‘ x T 4
g CroNgari:
itas, yadgesuatu Yand@ien ghang di kan seJn hati,

pikirgallricataan ddMpet ol

> yaitu ti Wi pada n atas
alah orang la & ‘

. Utmen, yaitu S 1aan. v

dalamnya

Keputu

‘

d. u, ‘;? ' T Y ‘n‘;h%- eMi tujuan yang
dip guawigea RNSSs e NPT ST [0

€. percaydee £ a : akinrormeeeer: kemampuan dan
penilaiand; . 6 henghadapi lingkungan,
kepercayaan atas v endapat dan mampu memilih

pendekatan yang efektif.
f. bangga, yaitu suatu keadaan dimana sangat puas dengan apa yang
berhasil dicapai dan dipunyai dengan hasil yang berkualitas dan

berprestasi. >

% PT. KAI Commuter Jabodetabek, Kode Etik PT. KAl Commuter Jabodetabek Panduan
Etika dan Perilaku bagi Insan Perusahaan, (Jakarta: PT. KAI Commuter Jabodetabek, 2010), him.
1-7.
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2.

standar etika, terdiri atas:
a. etika perusahaan dengan pegawai
1) PT. KAI Commuter Jabodetabek memperlakukan pegawai secara
setara dan tidak membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin
dalam segala aspek. Pegawai Perusahaan tidak membedakan dan
tidak boleh dikenakan tindakan diskriminasi karena alasan
kesukuan, latar belakang etnis, agama, warna kulit, jenis kelamin,

usia, senoritas, pendapgt politik, keanggotaan serikat dan status

sosial.
2) PT. pempekerjakan tenaga

spek kondisi

. i a k@yamanan,
KRR scsuai p Ng haan dan
Derlg

erfill abfifictabeleaagncndu gkatan

tensi pego a_schingq@imampu_nalidukung

usahaa 2 enghaday “gpbangan
Vlobal. Pegay g % tlgq untuk dapat 1td;asi dan
u)erperan ak 5 produktivj Ma melalui
q “7-;1% dan S€Iimbang antara

' mue 1 dari pegawai yang
g % an kinerja perusahaan
ta

dengan mene a pegawai yang berpotensi dan
punishment kepada pegawai yang melanggar prosedur ketentuan,
hukum, peraturan perusahaan, etika perusahaan dan perundang-
undangan yang berlaku secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

6) PT. KAI Commuter Jabodetabek mendukung prinsip yang

mencakup bidang-bidang hak azasi manusia, standar buruh,

manajemen lingkungan, anti-korupsi, anti pencucian uang dan anti
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monopoli baik nasional maupun internasional.

7) Insan Perusahaan'® harus mengetahui dan memahami syarat dan
ketentuan pokok kepegawaian sesuai Peraturan Perusahaan, Etika
Perusahaan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka
penerapan Good Corporate Governance.'!

b. etika perusahaan dengan konsumen
1) PT. KAI Commuter Jabodetabek mengutamakan kepuasan dan

kepercayaan konsumengerdasarkan 4 pilar utama misi perusahaan

yakni keselamg , pelayanan, dan kenyamanan.

2) PT. ' menerus membuka
q . agperbaikan terus

ofkumen dan

aryawan s -' o@icnindakla ¥ onsumen
DAl UGS DO AnpgRT 1IN

A ommuger Jbogtabek aagnoembl cknologi

Oring Operago il [a@h commutSgmbacai _Ldlan dari

W anan ke 0 «
VT. KAT Cofifuiciifalgp R bek engembangkddur dan

Unekanisme § bahwa se"Mhan yang
%‘[er' 4" LS ol i acara en51, sesuai dengan

Wiloge PTG r P D= U0 ds yang berlaku.

6) PT—__ ompautg rowmemriclindungi  hak-hak
konsM gt ammperundang-undangan yang
berlaku.

7) PT. KAI Commuter Jabodetabek mendukung prinsip ISO 9001

yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan terus
menerus.

8) Insan Perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik

'% Insan Perusahaan yang dimaksud adalah pemegang saham, komisaris, direksi dan

jajaran manajemen.

198 7pid., him. 9-10.
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kepada konsumen sesuai dengan Peraturan Perusahaan, Etika
Perusahaan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka
memenuhi kepuasan konsumen.'?*
c. etika perusahaan dengan masyarakat

1) PT. KAI Commuter Jabodetabek menjaga hubungan yang
harmonis dengan masyarakat dan mengedepankan prinsip moral
dan etika untuk mencapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan
kelompok masyarakat laganya.

2) PT. KAI Co

juga menyediakan dana dalam
g dituangkan dalam
at Jpagi masyarakat

perundang-

!o aoek mengOPMIKg pnyaluran
asygdeat dry il kepada

asyarakatstanpa (YakrifiinagiiSesuajdagean andy sahaan,

perusahaaMpp iRty FSahaan da dancdidangan

peng berla
Vnsan Peru an M o pberikan jav kepada

Unasyarakat ar kewergMa dalam
qﬁny OLLaly PRy ern t.lo

d. etikeseqy

SEUTTSe

1) . ! 0 Q od@ae poMpaya keras untuk
mem il ” ‘ jadi perusahaan yang

ramah lingkungam®

2) PT. KAI Commuter Jabodetabek meningkatkan kesadaran
lingkungan kepada semua pegawai.

3) PT. KAI Commuter Jabodetabek menerapkan standar kerja dengan
memperhatikan hasil Anaslisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

192 1pid., him. 11-12.

193 7pid. hlm. 13.
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4) PT. KAI Commuter Jabodetabek akan berusaha mengembangkan
teknologi terbaik untuk penanganan energy dan sumber daya yang
berdampak pada masalah lingkungan.

5) Insan Perusahaan dilarang merokok di sembarang tempat sesuai
dengan aturan yang berlaku.

6) Insan Perusahaan harus membuang sampah pada tempatnya dan
dilarang membuang sampah sembarangan.'®*

e. etika perusahaan dengan rekanan

1) PT. KAI Comg

genjamin pelaksanaan kompetisi
gkuntabel serta dapat
o dan jasa.

gi pengadaan
51 @engadaan

dan jasa.

0 or J 3 tabg i asarkan

mampuai. dan

dffican _gialeg  peru eraturan

QST aan ScrtdWerUid IngéNcan yang ®
an 1§ An % crijman  mend muka
: ! o J
V]engan rekaq (% M agk jali di ruan n ruang
Ua at.
S#Tp. »&? = glt ity Y -’\ v 1 yang tegas

MM pn yang  telah

persaga O lagﬁ <20 dan perundang-
undad‘ h

6) PT. KAI Co

menjamin dan meningkatkan
iklim kebersamaan, menghargai, saling percaya sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati bersama , etika perusahaan,
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7) PT. KAI Commuter Jabodetabek mendukung penerapan praktik
Good Corporate Governance yang ditetapkan oleh Pemerintah.

8) Insan Perusahaan dilarang memberikan atau menerima janji-janji

194 1pid. hlm. 14.
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kepada rekanan, meluluskan rekanan dalam rangka mengambil
keuntungan pribadi, conflict of interest, nepotisme, kolusi, suap,
gratifikasi/hadiah dan korupsi.

9) Insan Perusahaan dilarang memberikan atau menerima sesuatu
kepada atau dari pihak manapun juga yang menurut sifatnya
langsung atau tidak langsung berkaitan dengan jabatan dan
pekerjaannya.'”

f.  etika perusahaan dengan peggerintah

PT. KAI Comig

engembangkan dan memelihara

hubung ’ baik Pusat maupun

i efektif dengan
’erlaku
I Comm 3 C memberi 3 informasi

CICVd D RO yang
iperlukgaeglch Migsyallk atdRcpadagiaedia ma gerbagai

. ikasi pub

KAI @ te gembang onitor
vnformam -infg agi \ an oleh med11 dalam
angka pelay® a4 . dan perballi S menerus
eru i ‘ nean h, m b , resiko, etika

oo o berlaku.

3) AR om " gt talﬁ oroemer scgala yang tidak
pant ; : 1 ~undangan yang terkait

dengan informa

a Mo as sistem, telepon, email, situs
web, koneksi internet dan perangkat elektronik lainnya.

4) PT. KAI Commuter Jabodetabek menjalin kerjasama yang setara,
seimbang dan saling mendukung dengan prinsip-prinsip
keterbukaan yang bertanggungjawab.

5) PT. KAI Commuter Jabodetabek dalam memberikan informasi

195 1bid. hlm. 15-16.

196 7pid. hlm. 17.
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kepada media massa dilakukan oleh pejabat yang berwenang
menghindari adanya informasi yang tidak sesuai dan saling
bertentangan.'"’
standar perilaku, terdiri dari:
a. penerimaan dan pemberian suap (hadiah/gratifikasi/cinderamata)
Komisaris, Direksi, Jajaran Manajemen dan Pegawai Perusahaan
tidak diperkenankan terlibat dalam tindakan menawarkan, meminta,

menerima dan memberi _guap, hadiah/gratifikasi/cinderamata dari

rekanan atau pihak ingan dengan perusahaan.

Insan Perusahaan

eri hadiah dan

Promosi

dofisiaglatau aigl. khas an/induk

ol aan  da
akanan;
Uﬂai cinderag
U@pada piha

N sl 255 D AT T usahaan sesuai

-l
Peneﬁ “ ‘;Wn dinas oleh pihak
i n

sponsor dapat diterinna ..

DAL #Rarancan Oegea da hgkisan

=. M § g dlberlkandusahaan

.ooo.ooo,ogv

en Kepatuhan

uhi ketentuan, yaitu:

a) tidak mempengaruhi pengambilan keputusan;

b) tidak ada kepentingan pribadi;

c) tidak ada unsur suap dan menimbulkan penafsiran suap;

d) tidak ada kewajiban untuk memberikan balasan;

e) tidak ada imbalan agar mendapat/memberi perlakuan khusus;

f) mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan

197 1bid. hlm. 18.
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perusahaan.'"®
b. perjamuan/hiburan
Insan Perusahaan diperkenankan untuk memberi atau menerima
pemberian dalam bentuk perjamuan atau hiburan yang pantas dan tidak
melanggar susila, apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalin
dan memelihara hubungan baik. Bentuk perjamuan dan hiburan yang
dinilai pantas adalah makan dan minum di tempat-tempat yang tidak
memiliki citra negatif dan layak bagi pencitraan perusahaan.

Penerimaan dag

auan/hiburan tersebut harus:

tidal r

qU memberi

qitetap bijakan
potong arga
Otongan | ya - ckanan 2w M gekanan
vﬂ rangka %d . 4 U jasa undntingan
vyflhaan selurd Oiserahkan &Mepentingan
p ahag &7‘{ [} e a e !'..\3\1;;~
Q SONe ~d wen

anjuti sebagai

dasgaegro

DAY aRU g an gemraan wajib menjaga
segala m% “ Ihl diperuntukkan bagi
perusahaan dan me h Ua g berlaku.'"’

d. konflik kepentingan
Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan insan
Perusahaan sebagai pribadi dan untuk kepentingan perusahaan, maka

tidak diperkenankan:

198 1bid. hlm. 20-21.
199 1pid. hlm. 22.

10 7pid. hlm. 23.
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1) memiliki hubungan pekerjaan maupun pribadi termasuk istri/suami,
anak, orang tua, sedarah dan/atau semenda sampai derajat/tingkat
kedua, yang secara aktif menjadikannya pengambil keputusan di
rekanan, perusahaan rekanan atau calon rekanan, perusahaan
sejenis maupun pesaing;

2) memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi
mitra atau pesaing yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan termasuk istgsuami, anak, orang tua, sedarah dan/atau
semenda sampgs adua;

3) ) hl D

ahaan untuk maksud
angara kepentingan
)n pi  konflik
Jal Ocrup t:
ataseadiarta d daya

pagfn __ tidak N tingan
Vnelakukan t

2 X ahaan untukdgan diri
vendiri atau 2 v
cMen 7' ; e R Masa/informasi

d) mCTeTICn o2 M “ gn T tugas-tugas insan
e N ./

e) bertindak scba Y P

keuntungan pibadi atau golongan dalam transaksi yang melibatkan

ON hl1
Q
o 4'

ari atau perantara lain untuk

perusahaan;

f) melakukan pekerjaan di luar perusahaan dan/atau terlibat dalam
pengelolaan perusahaan lain yang menjalin atau berusaha menjalin
usaha dengan perusahaan;

g) memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, teman

atau golongan dan atau pihak lain manapun;
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h) memiliki hubungan keluarga karena hubungan istri/suami, anak,
orang tua, sedarah dan/atau semenda dalam satu direktorat/sub
direktorat/departemen/unit kerja;

i) bertindak sebagai pengguna sekaligus Panitia Pengadaan.'"'

e. anti monopoli
PT. KAI Commuter Jabodetabek mendukung persaingan usaha
yang adil, terbuka dan membangun serta mematuhi hukum anti

monopoli yang berlaku baik gasional maupun internasional.

Insan Perusahg ibat dalam diskusi, kesepakatan

resmi atg {13 S 0 ah, biaya, syarat dan

; } ? ALK ommuter
baik afa D@ maupun o gl rusahaan
angderengan ™ cfhpatkan,

nsfer,_gpenohibalkaniiihclibayarkagaecenitipl hawa ke

uar Rl menuka™gn WUl c#fasil tindak o2 dengdl tujuan

ourkan S X W usul udg hingga
Vul seolah-olgicba A ) J
U’T. KAI @& s s melarang Uima atau

asg .;," Patgy . "T‘*]»‘ 2 n,%erima hibah,

SUnaaRean. Ve asal dari indak

pidand frenga . ARG T aTr—. uk mengaburkan,
menyemb Sg

PT. KAI Com

ALl

menjamin dan mendukung
peraturan dan perundang-undangan tentang pencucian uang baik
nasional maupun internasional sepanjang Indonesia  telah

meratifikasinya.' ">

" 1pid. hlm. 24-25
2 1pid. hlm. 26.

3 1pid. hlm. 27.
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g. transaksi bisnis internasional

PT. KAI Commuter Jabodetabek mematuhi kaidah-kaidah yang
berlaku baik nasional maupun internasional tentang transaksi bisnis
internasional, sepanjang Indonesia telah meratifikasinya.

Insan Perusahaan yang terlibat dalam masalah transaksi bisnis
internasional harus memahami tentang peraturan ekspor-impor, anti
boikot, embargo, sanksi perdagangan dan pasar bebas.'"*

h. aktifitas politik
PT. KAI Comyy

melarang memberikan kontribusi
atau pery ’ BUj SRy a yang berasal dari

fegada partai-partai

T Fagl/ancaman
@' @ty  untuk aspirasi
2 cr g glah dan
ran teniage AT COMIN O DC ol sesuatentuan
yang iy ' :

nsan Perusg M hi 1 aktivitas Um kerja
ﬁlhaan yang A ugas atau* atan yang

gg3 ilf § 0 ‘R‘)‘ berlaku.

an perusahaan

melak - il “ Mmoo jam kerja, kecuali
pekerjaan emenuhi tugas dinas

dimana dalam pela : g rsangkutan harus melaporkan ke

aan lain

atasan langsung sebelumnya.''®
j. penggunaan peralatan dan fasilitas perusahaan
PT. KAI Commuter Jabodetabek menyediakan peralatan dan

fasilitas yang memadai bagi Insan Perusahaan untuk menunjang

1% 1pid. hlm. 28.
5 1pid. hlm. 29.

16 7pid. hlm. 30.
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pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

Insan Perusahaan harus menjaga sebaik-baiknya peralatan dan
fasilitas yang tersedia untuk kepentingan perusahaan dan tidak
menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Insan Perusahaan harus menggunakan fasilitas tersebut sesuai
dengan etika, kesopanan, susila dan moralitas yang berlaku dan penuh
tanggungjawab serta tidak mengandung unsur pornografi dan pelecehan

seksual.

Insan Perusahg pnankan harta perusahaan dari

kerusakag ' [ gembalikan seluruh
erusahaan.
asilitas yang

allya sesuai

san Pezusghaan Wilajilo @tmberikaa/membd ormasi

mengg euanganN@pa s J#fa tcknik, an da sifikasi

fMikeluark! h TR m en, dok® RKym, data
Vjokumen ha gi hr E ahaan, datadlsi, data
Uiokumen rek *rusahaan 1 Haik secara
Pt N 3
T 5 >
gLl i AZLS L .

&

untuk alasan
apag piin tertulis dari

Direks®

Insan ntuk menjaganya dan

hanya menggunakar ersifat rahasia sebatas untuk
keperluan pekerjaan.

Insan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data
serta tidak diperkenankan untuk meletakkan arsip perusahaan yang
bersifat rahasia di tempat yang memungkinkan dilihat oleh orang yang
tidak berhak.

Insan Perusahaan harus melakukan pencatatan data transaksi dan

7 1bid. hlm. 31.
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informasi secara jujur, lengkap, benar, akurat, tepat waktu dan mudah
dipahami berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Insan Perusahaan harus melaporkan seluruh informasi dan data
yang diketahuinya dengan tepat, jujur, adil, benar, dan akurat apabila
diminta oleh atasannya/Direksi/Dewan Komisaris dalam waktu selama-
lamanya 2 (dua) kali 24 jam.
Insan Perusahaan dilarang memasukkan tagihan atau permintaan

pembayaran berdasarkan datgvang diketahui palsu.

Insan Perusal hindari pembicaraan mengenai

informagy Ng i, 3 giatan usaha, kondisi

keugny % |
kerusahaa u»'y peimbalikan en/media
2 ocl Quoit crusgieran apap likgbertugas

. sahaapess

3.3 B¢ Fan anta e ] 8 Indone oy Kereta
A uter di neg pe n T.e gara

Se membahas 18 sportasi kjucommuter
di beberap

~ IS

transportasi ki HOTTos

3.3.1 Kereta A r di
Telah diketah”‘
ke

penyelenggara transportasi

t-tempat umum

yang tidak

as mengenai

odetabek merupakan
u 1 Indonesia. Moda transportasi
kereta api commuter sejak dahulu sampai sekarang masih belum dapat memenuhi
kepuasan masyarakat yakni dalam hal frekuensi kereta, kecepatan kereta maupun
aspek lainnya seperti seringnya terjadi penundaan dalam waktu lama, waktu
berhenti di stasiun yang cukup lama, dan fasilitas keselamatan yang kurang

sesuai; dan kereta api commuter yang ada masih belum memiliki kapasitas yang

8 1bid. hlm. 32-33.
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cukup untuk mendukung jumlah penumpang yang sangat banyak.''” Oleh karena
itu melalui sistem pengoperasian tunggal, kereta api commuter diharapkan dapat
mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan
pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Jenis pelayanan kereta api commuter di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua)
yaitu KRL Ekonomi dan KRL Commuter. Pada dasarnya, kedua kereta ini
memiliki rute yang sama. Akan tetapi hal yang membedakan kedua kereta ini

adalah fasilitas-fasilitasnya. Pada KRE Ekonomi, tidak terdapat AC di dalam

gerbong, fasilitas keselamatag emadai (pintu dan jendela tidak
tertutup), jumlah kg N asional kereta minim,
namun harga ka 5 : ( ogmuter memiliki
AC di sef d "R ? dan jendela

tertutuplia ju BCN104 i s@nal kereta

fart KRL =25 h layanan

penuit A\ iimaupun

hlpcrkiral Bctiap har omi_dan omiy dapat

menggmg mpang 0. (e numpand® ! per Juli

2011 & ereta Api ‘ UL penumpang

: 121
melonj awrsen.

ommuter

g’

r). Kereta api komuter

ahun 1995 pada wilayah Kuala

"9 Soekrisno Ramelan, “The Future Role of Railways in Indonesia and Jabotabek, Urban
and Sub-urban Area”, (makalah disampaikan dalam Seminar-Cum-Study Tour on The Role of
Railways in Urban Transport, Tokyo, 14 Oktober 1987), him. 264.

120 “Jalur Melingkar KRL Tingkatkan Kapasitas Penumpang”,
http://megapolitan.kompas.com/read/2011/10/27/16474965/Jalur.Melingkar. KRL.Tingkatkan.Kap
asitas.Penumpang, diakses tanggal 25 November 2011.

2l “Meski Menuai Kritik, Penumpang KA Commuter Line Meningkat”,
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/08/08/meski-menuai-kritik-penumpang-ka-commuter
-line-meningkat, diakses tanggal 25 November 2011.
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Lumpur.'** Kereta api commuter ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian
permasalahan pada lalu lintas di Kuala Lumpur. Permasalahan kemacetan tersebut
disebabkan oleh peningkatan penggunaan kendaraan pribadi sebagai alternatif dari
bus umum yang terlampau penuh; bus-bus umum berada pada jalur yang sama
dengan kendaraan lainnya; minimnya fasilitas parkir sehingga menggunakan sisi
jalan; dan masuknya kendaraan pribadi yang jumlahnya terlampau banyak secara
bersamaan ke area pusat kota dan area pusat bisnis.'>>

Kereta api commuter di Malaysigtidak mengenal pembedaan kelas. Hanya

terdapat satu jenis kereta dirg memiliki fasilitas AC di setiap

gerbongnya, fasili andela tertutup rapat),

jumlah keretg, 1§ sering. Harga
karcis unt di Indonesia

karena TR Komuter

membg hpang berd hhun, dan

tuna @k O ini § prongar

e 0

3.3k ereta ommute

\ commutd ri CEICIC 1 g
atau ¢ nal sebagai ,' M 4
usaha mu ara Sri La - . er di Sri L Moperasi di
va;? Cla a0 3 2 i“ et*

Yoy : st

SoTs CoueflN inooinya harga

an oleh W jailways

ways, yang an badan

jalur yang s 1 commuter di

Sri Lanka mags o

minyak dunia, "8 ; 1 [ROERCTrgECand o mengganti  tenaga
penggerak kereta c% i g % !Mm bakar solar menjadi
u a

listrik (elektrifikasi). Selain

t#Mggaran negara, elektrifikasi juga

memiliki kelebihan lainnya yaitu mengurangi polusi dan tidak berisik."**

22 “Info Perusahaan”, http://www.ktmkomuter.com.my/about_us/corp_info.php#here,
diakses tanggal 26 November 2011.

' Abdul Mokti Zakaria, “Transportation Problems in Kuala LumpurMetropolitan: Role of
Railway”, (makalah disampaikan dalam Seminar-Cum-Study Tour on The Role of Railways in
Urban Transport, Tokyo, 14 Oktober 1987), hlm. 285.

"2 Ramani Kangaraarachchi, “IESL Proposes Railway Electrification Project”,

http://www.dailynews.1k/2010/12/25/bus04.asp, diakses tanggal 26 November 2011.
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Permasalahan yang dihadapi warga Sri Lanka pada tahun 1987 terkait
dengan kemacetan lalu lintas disebabkan oleh perilaku pengemudi yang memarkir
kendaraan miliknya di sembarang tempat, ketidakjelasan pada batas-batas jalan,
perilaku pengemudi bus umum yang tidak disiplin, tempat berjalan kaki yang
bersinggungan dengan lalu lintas yang padat dan kendaraan yang berjalan
lamban. '> Sampai sekarang permasalahan ini masih terus berlanjut, karena
perkembangan ekonomi yang semakin cepat dan juga pengurangan pajak
kendaraan sehingga jumlah kendaragg terus bertambah namun tidak diiringi

dengan pertambahan jalana grtasi publik (seperti kereta api

commuter) juga bg £ 3 aasalahan ini.'>°
Kereta gpi , dimana yang

satu me a ' j di setiap

gerbongh i "L i '
LT uter ini 19 v. Deda deng

BeTO DTN ari durg POl Stasiun

up rapat).

muter di

Fort st Maradeaa '’

gdangkag k wilay®

penug® mengge ‘ ut [bus. Kers pakan
perpad ara kereta o iy QA Kereta cwailbus
menghuUn wilayah B : - . Kereta 'Mh satunya
AP ! A L0 COMINY, S&
¢g TRNN
D G .

N TaDaLaallt dari rencana

iill ere‘g raripreeeRun sampai saat ini

Nataraja Vamadeva, “Urban Railway Planning to Alleviate Chronic Urban Traffic
Congestion”, (makalah disampaikan dalam Seminar-Cum-Study Tour on The Role of Railways in
Urban Transport, Tokyo, 14 Oktober 1987), him. 322.

a - yanSgel tcrlol banyak

menghubun narnya kereta

railbus sudal

Pemerintah Solo“ e clgpog
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126 Amal Kumarage, “Traffic and Road Management: What you should know when stuck in
traffic”, http://sundaytimes.lk/110731/BusinessTimes/bt07.html, diakses tanggal 26 November
2011.

27 “The Rail Road of Sri Lanka”, http://www.infolanka.com/org/mrail/rroutes.html,
diakses tanggal 26 November 2011.

'28 “Eastern Province Railbus Project Commences”, http://www.island.lk/2009/07/30/news

15.html, diakses tanggal 26 November 2011.
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belum ada keterangan lebih lanjut terkait pembangunan kereta railbus serta masih

terdapat perdebatan terkait dengan rute dari kereta railbus ini.'*

3.4 Pertanggungan PT. KAl Commuter Jabodetabek Atas Musibah yang
Dialami Konsumen
PT. KAI Commuter Jabodetabek bertanggungjawab kepada konsumen yang
mengalami musibah yang diakibatkan oleh kelalaian dari Pihak PT. KAI
Commuter Jabodetabek. Bentuk pertaggogungjawaban dari PT. KAI Commuter

Jabodetabek adalah asuransi gh PT Asuransi Jasa Raharja.

Dalam Pasa Perdata, pengertian
asuransi atay pag mana seorang
¢ dERn menerima

suatu pge Ty ati kerugian,
. ngan ket i’ diharapkalty ey kin akan

2

menyg ndan g gfomo o Usaha

Peragansian ol Pasal 1 Mgk |@chifican_asural criall oungan

adalaj M antara ih3 ; : In mana 3 nggung
mengi liri kepada tg S B! erima prem d untuk

memberMnggantian K ®na kerugi sakan atau
kehilangandltu ‘v ‘vr bt 0 l‘-; h ukum kepada

pihak ketiga gugsags 11Tt Rinmalmni® = vooedambul dari suatu

peristiwa yang t{Empeser atau_ncipe ) syatu pormeeeran yang didasarkan
atas meninggal atau#rl ¢ . j hgkan.131

129 “Bingungnya Naik Railbus dan Bus Tingkat”, http://harianjoglosemar.com/berita/
bingungnya-naik-railbus-dan-bus-tingkat-37574.html, diakses tanggal 26 November 2011.

B0 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 246.

B! Indonesia (), Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, UU No. 2 tahun 1992,

LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467, ps 1 angka (1).
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PT Asuransi Jasa Raharja akan memberikan santunan kepada konsumen
yang terkena musibah berupa:

a. Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan;

b. Santunan kematian;

c. Santunan cacat tetap.

Ahli waris yang berhak menerima santunan ini yakni janda atau dudanya
yang sah; anak-anaknya yang sah; dan orang tuanya yang sah.

Hak santunan menjadi kadaluwarga apabila:

a. Permintaan diajuka . dari 6 bulan setelah terjadinya
kecelakaag
b. Tidak g

a4

hak dimaksud

warisnya

Bgsal ang
sebaga o mesetan dalam @ \1*5 g itetapkan

berd VIt 1 gapdn 10/2008
dan 3 /2008 taggoal 20Nacbililli A0S adalalescbaoa g

Tabe Kantunan!

hd
: - u ‘n u ngkutan U '*
JenlsSaUld - ﬁ U&
D 2AS D

T ———— T — _—
Meninggal Dighiz ey 2 990.000.000,-

Catat Tetap (maksi Rp 50.000.000,-

Biaya Rawatan (maksimal) Rp 10.000.000,- Rp 25.000.000,-

Biaya Penguburan Rp 2.000.000,- Rp 2.000.000,-
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Dasar hukum sistem pembayaran premi tersebut adalah sebagai berikut:

a. UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

b. UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP
No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan

Lalu Lintas Jalan. '3

3.5 Regulasi atas Penyelengg gbian di Indonesia

Pada tahun 1G4 3 tahun 1992 tentang
ntuk  mengganti
psarkan pada
peraturgh 5. . , [ ] |3 berlaku.
Selain ] : Qiatur keunTOwmenr (g akteristik
perk ’ : payea 4 sistem
trans . ara teraadu, : Clenggagagnnya tahap

pererfanaan pemba™ jongdfsahaan, cliharag

pengQqp ya perlu . chfiemiknya, S8 erdapat
keterpd an keserasia : 5§ gban antar mdsportam

yang pMimya ma ediaan jaga
, ke

Seiring -~ d<THe RC ' mecngganti Undang-
Undang No.13 tahu g 73 tahun 2007. Alasan

utan bagi

ratur dengan

penggantian Undang-Undang ™ K ondisi perkeretaapian nasional
yang masih bersifat monopoli yang dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain
kontribusi perkeretaapian terhadap transportasi nasional masih rendah, prasarana

dan sarana belum memadai, jaringan masih terbatas, kemampuan pembiayaan

132 “prosedur Klaim Asuransi” (a), http://www.krl.co.id/prosedure-klaim-asuransi-
kecelakaan-krl-75.html, diakses tanggal 28 November 2011.

33 Indonesia (d), Undang — Undang tentang Perkeretaapian, UU No. 13 Tahun 1992, LN
No. 47 Tahun 1992, TLN No. 3479, penjelasan umum.
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terbatas, tingkat kecelakaan masih tinggi, dan tingkat pelayanan masih jauh dari
harapan.'**

Disamping itu, dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2007 disebutkan
bahwa pemerintah telah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk ikut
mengembangkan bisnis perkeretaapian di Indonesia. Jadi PT. Kereta Api
(Persero) harus menyiapkan diri agar mampu menghadapi persaingan bisnis
kereta api di Indonesia yang sebelumnya menjadi hak monopoli mereka.

Perusahaan tersebut telah melakukangbanyak pembenahan agar tetap eksis di

135

bisnis kereta api dan juga maig egala potensi yang dimiliki.

Pelaksanaan ' ¢ 18 2007 diatur dalam

Peraturan P enyelenggaraan
; ) : esar memuat

. Qo ROD 1 02 n & prasarana

o > penyelen e ‘ o perke im, dan

ReTC LI, kKhi surg qaya cftaapian,
perizi inaan _gagrkereta¥@ia S€ gasyar. sanksi

admi . L pengatug W hi #ftanan pe gaapiandiengatur
mengg Csatuan S d cana ind® aapian.
Penga engenai pe Ir R nigib ISR A perkere‘m‘l‘neliputi
persyaraunis pembang¥ an pengop Merawatan,

dan pengu Rai. S3 ’«.“.‘

FChconsfN AN, perawatan,

v“v

pian meliputi

persyaratan tg

dan pengusahaan®

134 . . :
Indonesia (a), op.cit., penjelasan umum.

5 M. Shalahuddin, “Sejarah Perkeretaapian di Indonesia”, http://www.gangsir.com/
download/SejarahPerkeretaapianIndonesia.pdf, diakses tanggal 26 November 2011.

136 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian, PP No. 56 tahun 2009, LN No. 129 tahun 2009, penjelasan umum.
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BAB 1V
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN PENGGUNA KRL COMMUTER
PENGOPERASIAN TUNGGAL (SINGLE OPERATION COMMUTER
LINE) YANG DISELENGGARAKAN PT. KAI COMMUTER
JABODETABEK

4.1 Permasalahan yang Dialami Kgnsumen Pengguna Layanan Jasa KRL

Commuter Jabodetabek

Konsumen sg Dg b dalam hubungannya

ndidikan, maupun

i PBB 39/248

dengan pela
kemampua
ul@n antara

bh  faktor

tentang @ B aa
Pelaku uSITIgES ;»' g satunya
B1c 1110 1 p

i. Sedamgkan kOBsu i i ormasi

hitannya

dari 2k etidaktaiT® OB 2 3 gsumciadihemiliki

terhadap ) R . pun  fak?® g yang

etidakseimy ban M Jra konsumen P pelaku
il

. daya pilih‘ Mggi untuk

mencari altdf I3 &7' A5a-Jasalyo | ‘ ‘\”‘ aku*®Saha. Faktor ini

menyebabka

ditawarkan oleh .
Secara umumﬂ aim sering dialami oleh
8

Jabodetabek, seperti:

sumen tidak

an jasa yang

konsumen pengguna jasa laya
1. Ketidakjelasan informasi jadwal KRL Commuter Jabodetabek

Informasi mengenai jadwal kedatangan KRL Commuter

Jabodetabek akan sangat membantu penumpang apabila terpampang di

setiap stasiun. Namun pada kenyataannya, jadwal tersebut tidak dapat

ditemukan pada setiap stasiun. Jadwal tersebut hanya dapat ditemukan

pada stasiun-stasiun tertentu saja yang dirasa cukup padat. Padahal

! Az. Nasution (b), op. cit. , hlm. 65.
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jadwal ini merupakan salah satu sarana informasi bagi para pengguna
KRL Commuter untuk mengetahui kapan kereta akan datang. Tidak
adanya jadwal kedatangan kereta ini membuat para pengguna KRL
Commuter bertanya pada petugas di loket penjualan karcis saat sedang
membeli karcis atau menunggu informasi kedatangan kereta yang
diumumkan oleh petugas melalui mikrofon yang ada di setiap stasiun.
Hal ini tentu akan menimbulkan masalah lain seperti ketidaklancaran
arus pembelian karcis tergtama pada jam sibuk. Ketidaklancaran

pembelian karcis genghambat  penumpang  yang

keretanyg bat naik kereta dan

harys

P 'G : g inta jadwal
arfin karena

Wterbatas,

V p
penudes KRL

P kan Sal h ) U .
Ulahan info la "L og T d
U<esalahan pd 3 " ait tujuan k Ueh petugas

me T D L Commuter

yang cy] b
Mendeng#
n e

menggunakan KRL

mpang dape bh jadwal

4 ping pelkan

Cdlld o [)
ammute ) Chinggaadanat di seluruh

0 B dhoi#Pat bahwa perolchdiformasi

petugas

nuju Jakarta Kota.
enumpang yang ingin
Jakarta Kota naik KRL agar
sampai di tempat tujuan. Penumpang baru mengetahui bahwa kereta
yang dinaikinya tidak melanjutkan perjalanan sampai ke Jakarta Kota
setelah penumpang berada di atas kereta. Hal ini tentu akan
menyulitkan penumpang yang jarang menggunakan KRL sehingga
tidak mengetahui di stasiun mana ia harus berganti kereta untuk

melanjutkan perjalanan. Selain itu hal ini akan sangat menghambat
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penumpang tersebut karena ia harus menunggu kereta lain yang menuju
ke Jakarta Kota.

Oleh karena itu akan lebih baik jika penumpang tidak hanya
bergantung pada informasi yang diberikan oleh petugas sehingga perlu
jadwal informasi kedatangan kereta di setiap stasiun.

3. Ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh pihak stasiun

Pihak stasiun sering kali memberikan informasi yang tidak sesuai

mengenai kereta apa yange akan datang terlebih dahulu. Hal ini

menyebabkan penyg beli karcis kereta sesuai dengan

informasgg

informagilean bal yangeaglean dat hh KRL
KRL

g d et penjualan Kkarcis.
sugi dengan kereta
d ol |cbih dahulu
ingentu akan

t penumpTgs cngganggu areee ek karcis.

|
a
S noe 2 P stasiun

" Namun; S cmudian Wgeo  terpai

i. Dihd

aka tin% umpang

Pan KRL

Commute
onomi i&“arcis KRL
Py, W ommuter.

RL Commuter

s ini Bnpang tidak ingin
dirugikanm | STy & :
n _

Tindakan penu
dengan karcis KRL Commuter adalah salah satu dampak dari tidak
lancarnya arus pembelian karcis di loket penjualan sehingga
penumpang yang sedang mengejar waktu memilih untuk mengorbankan
selisih harga karcis daripada tidak naik kereta dan harus menunggu
untuk kereta berikutnya.

Tindakan penumpang yang memilih untuk menunggu kedatangan

KRL Commuter daripada naik KRL Ekonomi biasanya dikarenakan
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penumpang tidak terburu-buru ataupun karena KRL Ekonomi sangat
ramai sehingga penumpang tidak mau berdesak-desakan dengan
penumpang lain.

Namun sebaliknya bila penumpang memiliki karcis KRL Ekonomi
dan kereta yang datang adalah KRL Commuter, maka penumpang yang
naik kereta tanpa menukarkan karcis terlebih dahulu akan dikenakan
denda dengan membayar lebih mahal untuk karcis suplisi.

4. Kedatangan kereta tidak sesyai dengan jadwal

Mengingat bah kereta untuk tiba sesuai dengan

jadwal id

gng untuk naik kereta
ke geq j : sghgatlah penting.

af ¢ g : sangat sering
asyarakat.
dan jam

ifla maka

ekerjgdatscbut 3 3 ain itu

g kere

an kedal®ye ffn _menyeD

enjadi

penuh sd

njadi tida

ambatan ked8 W kereta
MGangguan
Mtusnya atau

4 sumber energi

untuk TTRRTe etg “ it gang o tammeee sistem operasional
dapat pu% ; 4 m pendek arus listrik

(short circuit).

Eht Pa
3 K

Valah satu

uh terjadinya'
ﬁl ; =.>§.6

terk;

Operasional

Hubungan pendek arus listrik merupakan peristiwa yang paling
sering menjadi penyebab keterlambatan kedatangan kereta. Dampak
dari hubungan pendek arus listrik tersebut dapat berupa dampak ringan
sampai dengan fatal seperti terbakarnya gerbong kereta seperti yang

terjadi pada KRL Commuter jurusan Bogor-Jakarta yang terbakar di
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Stasiun Kalibata.” Apabila sudah terjadi peristiwa seperti ini, maka
kereta tidak hanya akan terlambat datang namun juga dapat dibatalkan.
5. Daya angkut KRL Commuter yang tidak mencukupi
Jumlah KRL Commuter yang ada sekarang masih belum cukup
untuk mengakut penumpang kereta. Hal ini dapat dibuktikan dari
menumpuknya penumpang di stasiun-stasiun pada jam-jam tertentu
seperti jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Selain itu pada jam-jam

tersebut, KRL Commuter gelalu penuh sesak sampai pintu KRL

' Se [, penumpang juga

) d z k penumpang yang

u 12 g afeacar ia dapat

2t O Bhy Pang ofberada di

phda dan NS :«!f e arah DOPOR Iy i stasiun
, KR POIMMUTC

Oolf-Jakarta

Commuter sulit dityg

BOOUT, TN N
ih dah angWakeilildialll kembadie 1201 untuk
’ tempat Jggu
nggunad an' eb: as tempd K glan/atau
V lipat menjag 13 . ek Jaya angkut Mg tidak
ﬁﬂ(upi. Pen™§ d flu  kursi lw biasanya
ka éf‘? ‘.--- |’ n 5 c."\"e‘* S

terisi. Selain

ber] pnnya maupun

penunifyeReeRr auduk dj i“il an/gtau nemeeedkan kuris lipat juga
menyebabR¥ h ? o 'y viri berkurang karena

kedua tindakan ters

ruang yang lebih banyak. Selain
itu keberadaannya juga mengganggu arus turun naik penumpang.
Padahal terdapat larangan bagi siapapun untuk menggunakan kursi lipat
maupun duduk di lantai, namun penumpang yang tidak memperoleh

tempat duduk tidak mengindahkan larangan tersebut.

* Taufik Hidayat, “KRL Commuter Line Terbakar Karena Korsleting”,
http://news.okezone.com/read/2011/10/13/338/514538/krl-commuter-line-terbakar-karena-
korsleting, diakses paa tanggal 14 Desember 2011.

Perlindungan Hukum..., Indahwati Gozali, FHUI, 2012

Perlindungan hukum..., Indahwati Gozali, FH Ul, 2012



6. Kondisi sarana dan prasarana KRL Commuter
Kondisi sarana dan prasarana KRL Commuter dapat dimasukkan
ke dalam kategori kurang layak dan kurang memadai. Penempatan
sarana dan prasarana dalam kategori demikian dapat dibuktikan dengan
masih kotornya lantai KRL Commuter, munculnya hewan-hewan kecil
(seperti laba-laba, kecoak, dll ) di kursi penumpang, fasilitas di dalam
KRL Commuter yang terkadang tidak berfungsi baik seluruhnya,

pegangan tangan yang hamgir putus, dan masih banyaknya sampah

berserakan di rel 4 a0 itu kondisi kabel listrik dan

pantogrg kedua alat tersebut

sebggg : ] : ugtuk dirawat dan

engoperasian
bng buruk
Apabila

My cbabkan i grakaan KR

53

i pimadl tans 1 pihak

I Cogater Jabgletiiibk gbacai pagaelengg aapian.

hcngan (ud emperolSg haR UM |it#h yang leb at, madll penulis

mela Fancara d . O csponde n Kota

untuk ui lebih jaylkel n X | responden U‘[erhadap
>

pelayan Commute & 25 oleh PT VCOmmuter

JabodetabeH /(' \\\ v

Berikut adalajasiadiar TSI mnamatiioerrrerromne. ISCTICI LS oeMll 1 2Sing-masing
responden:

1. Seberapa SW ~.

dalam 1 (satu) minggu?

ter untuk beraktivitas

2. Mengapa Anda memilih menggunakan KRL Commuter dibandingkan
transportasi publik lainnya untuk beraktivitas?

3. Apakah Anda memiliki keluhan terhadap pelayanan dari PT. KAI
Commuter Jabodetabek? Jika ada, apa saja yang Anda keluhkan?

4. Apakah Anda tahu bahwa Anda dapat mengajukan keluhan kepada PT.
KAI Commuter Jabodetabek? Jika ya, apakah Anda pernah mengajukan

keluhan Anda tersebut?
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5. Apakah Anda tahu bahwa sebagai Anda sebagai konsumen PT. KAI
Commuter Jabodetabek sudah terlindungi dalam asuransi Jasa Raharja
dengan membeli karcis? Apakah Anda tahu cara mengklaim asuransi
tersebut?

Alasan pengajuan pertanyaan-pertanyaan di atas adalah untuk mengetahui:

1. kelompok masyarakat apa yang mayoritas menggunakan KRL Commuter

pada waktu tersebut.

2. kelebihan-kelebihan apa sajg yang dimiliki oleh KRL Commuter

sehingga responde
dibanding}
. keluha

ds

penggunakan KRL  Commuter

claku konsumen

rigit haknya

4 &s
BMPajukan  KOMNS Q 2 pelayanan o (@ ommuter

pang Quat DndgdMCrasa e gl apakah

en mepgagunakan'ak iki@#a unt

encaju Qin.

1N10T1Y pang dimi ubungan gan a Isi Jasa

yang df 0 e p kali €

F. §i 44 ‘ embeli
v dan inform, tgr s 81 an klaim thuransi
ult apabila te ’ v

BerdaS®an P % : ‘ lis Wpada tanggal 7
Desember 2(

sepuluh) orang
responden yang (s RO S 1 lgwawarreeremeer scbut menunjukkan
bahwa mayoritas [8 soil lWuna KRL Commuter
pada jam tersebut adalah : k®pertanyaan nomor 2, mayoritas
responden menjawab bahwa alasan mereka memilih menggunakan KRL
Commuter dibandingkan transportasi publik lainnya untuk beraktivitas adalah
karena KRL Commuter cepat sampai di tujuan sebab kereta merupakan sarana
transportasi yang bebas hambatan. Jawaban lainnya adalah karena kereta ramah

lingkungan, bebas polusi, mudah diakses dari tempat tinggal, dan stasiun kereta

dekat dengan tempat kerja.
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Untuk pertanyaan nomor 3, seluruh responden memiliki keluhan terhadap
pelayanan yang diberikan oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek. Keluhan yang
disampaikan oleh responden meliputi keadaan sarana dan prasarana
perkeretaapian; kereta yang datang tidak sesuai jadwal/mengalami keterlambatan;
kondisi di dalam kereta tidak nyaman; sistem KRL sering mengalami gangguan
operasional; penumpang di dalam kereta terlalu penuh dan ac tidak menyala;
informasi dari stasiun sering kali salah; dan kondisi stasiun yang tidak dijaga

kebersihannya.

Untuk pertanyaan nomg abden mengetahui bahwa mereka
Jabodetabek terkait
er Jabodetabek.

dapat mengajuka
masalah pela

Sebagian idak pernah

mengaj ‘ : \ P J@odetabek.
Alasa e i g i»Q h cbut adala a merasa

sia-si KC UL CTa fchbalyrcnu T. KAI

Co etabeltidak akafmefilihoalibi kelubagamerck chingga
a lebih

daripjia memb Pouang walu NEEe pengajua aban. mg

memiJ™ diam. fodl ) e resporm Cgyatakan
keluha Cpada pihak ") H \ 8t abodetabekdlieluhan
tersebutWitanggapi. v
Untu if?". ol ) ngVSponden yang

. d

rta

mengetahui a

\ e CguEliie ormasi tersebut

Q
pada bagian bel X" b a kagkarCTS =weemrokan 3 (tiga) orang
responden lainnya &d& alC p oS uransi tersebut karena

asuransi tersebut tidak tahu bagaimana caranya untuk mengajukan klaim dalam

tidak memperhatikan karcis. a ®Sponden yang mengetahui adanya
rangka memperoleh santunan kecelakaan kereta.

Dari wawancara dengan responden, dapat diambil kesimpulan bahwa
mayoritas dari konsumen pengguna jasa KRL Commuter memilih menggunakan
KRL Commuter dibandingkan transportasi publik lainnya karena bebas hambatan
sehingga dapat sampai di tempat tujuan lebih cepat. Akan tetapi seluruh

konsumen yang diwawancara memiliki keluhan terhadap penyelenggaraan KRL
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Commuter yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan ini belum dapat
memuaskan konsumen. Terhadap keluhan yang dimilikinya, konsumen enggan
untuk menyampaikan keluhan tersebut karena merasa penyampaian keluhan
tersebut sia-sia dan tidak akan ditanggapi. Dalam hal terjadi kecelakaan, tidak ada
konsumen yang tahu bagaimana cara melakukan klaim dan apa saja yang perlu
dilampirkan sebagai bukti dalam proses pengajuan klaim. Hal ini menandakan

kurangnya penyebaran informasi terkait proses klaim asuransi kepada konsumen.

4.2 Analisis Perlindungan 2 apsumen Pengguna Jasa KRL
Commuter Jak
4.2.1 Analigjs pgguna Jasa KRL
Co D i g Nomor 8
a ) Rer L oy
. e memilikT™e ~§ *o1than sehinP e mcod alah satu
sarangy t8 e (It L MaNE k at MRS untuk tlitasnya.

Deng gk atnyg dagnlah yakat@it ang _uaasailih un cunakan

KRLEROMmMutg aka akan Wme ¥ timbulnya gasalaldl dalam

I Comm® Bogletabek.
pg KRL Co sebagai
asa hak—ha‘Mk dijamin

arikam oleh PT. KAI
dari PT. KAI

penyql® jasa pd

Permas tersebut m

konsum g PT. KAI Co
dan merasa Wak “12:"

o

Commuter Jg
Commuter Jabodt Jamin terpenuhinya

- chag s s '
hak-hak penumpan% [ kenyaman konsumen

atas pelayanan yang diberikan. FTak- n tersebut terdiri atas:’
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan/atau jasa;
Konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa layak untuk
memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsinya tersebut.

Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa

* Indonesia (b), op. cit., Pasal 4.
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dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan konsumen.

PT. KAI Commuter Jabodetabek sebagai penyelenggara KRL
Commuter dalam menyelenggarakan kegiatan operasional perkeretaapian
wajib untuk menjamin hak-hak konsumen ini. Salah satu caranya adalah
dengan memperbaiki sarana dan prasarana perkeretaapian sehingga
memenuhi standardisasi yang telah ditetapkan.

b. hak untuk memilih dan mendgpatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan

nilai tukar dan kondigg o dijanjikan;
iliki kebebasan untuk

daya dari pelaku

1l nik layanan

PRIn yang ake a yakni RI=e0 4 ataupun

POTTTIRR A 1C g AT On a harus

engan la@nan yayge dillih #onsuines

v enggara PRArkQcHEOEN 4Fajib meny® an fagdills yang

PS1 dengal S TR 11 Ftuan pada Mlayanan
Uitawarkan. r Commuter Ja ek wajib

Unin fasilitas i AC berfi Mntu dapat

S teg ‘p? « 3 :;'&% pec,dll. Selain itu,
Petu SaeReLKUTSRSp iSO cren WIS T Ccuriim o terpenuhinya

hak kof t , dalg, MC Bt proses pembelian
maupun pe 4 6 ; lWyang sesuai dengan
standar etika pegawar,
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;
Sebelum konsumen memilih, mereka tentu harus terlebih dahulu
memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan

dikonsumsinya, sebab informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi

konsumen dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, pelaku usaha
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wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
barang/jasanya kepada konsumen.

Dalam menyelenggarakan operasional perkeretaapian, PT. KAI
Commuter Jabodetabek wajib untuk memberikan informasi yang benar,
jelas, dan jujur terhadap layanan kereta api. Informasi tersebut dapat
berupa tarif, jadwal kedatangan kereta dan hal-hal lainnya yang memang
perlu diketahui oleh konsumen.

Pemberian informasi

an dengan tujuan konsumen,

ersebut dapat dilakukan dengan cara
pemasangan daftar
tiap-tiap  stasiun,

engeras suara,
3 1 membantu
v WA =4 lan tujuan

COrYERda DI kcl@mnya o

pemasangg
pen

rounakags

“
PGS
BN S
0d

dtau jasa

P mengkoMumig f bgfing/jasa, K cn b sering

ami kerulg J i Wpat suat Mhgn pada

v/jasa yang d n‘< M b13 aha. Oleh k , pelaku

uharus menem c M keluhan (‘Mumen. Di
salﬁg i ‘l?‘,‘ pares” r ' '»--.‘;;l% an

pelal 311 Y O s P USabasdEmat memperoleh

masukaiT=ems C baj g IO R Ckurangannya serta
dapat men% S usaha lain.

KRL  Commuter yang

nsumen maka

Sehubungan
diselenggarakan oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek, perwujudan dari
hak ini dapat berupa:

a. pertanyaan dari konsumen terkait jadwal kedatangan KRL Commuter
dan informasi tarif KRL Commuter;
b. keluhan dari konsumen atas kerugian yang dialaminya terkait dengan

KRL Commuter seperti terlambatnya kedatangan kereta;
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c. pendapat dari konsumen sehubungan dengan penerapan kebijakan-
kebijakan baru terkait KRL Commuter;

d. saran dari konsumen untuk memperbaiki kondisi pelayanan KRL
Commuter yang dirasa belum cukup memadai sehingga pihak
penyelenggara dapat lebih mengoptimalkan pelayanan tersebut.”

Untuk mewujudkan hak ini, PT. KAI Commuter Jabodetabek
membentuk suatu forum dimana konsumen yang ingin memberikan

pertanyaan, keluhan, pendagat ataupun saran dapat melakukannya

melalui forum tersg erdapat cara lain yang dapat

digunaka It kd g, pendapat atau saran

\ ul ada petugas kereta
. ‘ gan dengan
. : dag cjlring sosial
dan faceD®
qapa ad , PN gane clesaian
a perligdagoan kO@su s@ara paiis J

T usaha We ksgfFf terhadap grmasidiengenai

Plasanya. | ue g Sekali tid® fhpmi apa

vroses yang ke usaha gu ediakan
>

d/ jasa yang d enyebabka Hkonsumen

lebqem dipg g, »'?"\‘ erh

kons

u diperlukan

advolags

ang patut bagi
konsum®

Lebiv . Wketa diatur dalam

Undang-Undang Pe umg on®fmen dimana konsumen yang
dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yakni BPSK
(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau melalui peradilan yang

berada di lingkungan peradilan umum.’ Berdasarkan pasal ini, maka

* “Tanggapan Komplain dan Keluhan Pelanggan”, http://www.krl.co.id/tanggapan-
komplain-a-keluhan-pelanggan-web.html, diakses pada tanggal 16 Desember 2011.

> Indonesia (b), op cit., ps. 45 ayat (1).
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konsumen pengguna KRL Commuter yang dirugikan oleh PT. KAI
Commuter Jabodetabek dapat menyelesaikan sengketa melalui BPSK
atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum. Namun tidak
menutup kemungkinan apabila penyelesaian sengketa dilakukan secara
damai tanpa melalui BPSK maupun peradilan di lingkungan peradilan
umum.

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Secara umum, telah dikgtahui bahwa posisi konsumen lebih lemah

dibanding posisi pelaks pelaku usaha harus memberikan
pembinaag ; 1 a kepada konsumen.
r gkonsumen tidak

na minimnya

pbodetabek

ke Pian [ : Ojflaan dan
2 konstnerih lai@Satunyaaadalah dé berikan
INT0TY ang jelasparia - FnoffScnai peld o perkalitaapian.

an info er [ ajer konsunt® B yemilih

vnan perkere i%n h 1 S oan kebutuM:hingga
Unen tidak dir ‘

%pa ‘f"r ;

oleh S A TS

“Tips P yang dimuat dalam

situs resmi 0 ‘ i i, g S dari “Tips Perjalanan

Menggunakan KRL a perlu diperhatikan, yakni:®

,\~ enMn konsumen

cueii formasi terkait

1. Membawa barang dan uang tunai secukupnya, dompet sebaiknya
jangan ditaruh di saku. Siapkan selalu uang receh secukupnya dan
simpan di saku baju/celana depan;

2. Barang berharga lainnya (dompet, telepon selular, dll) disimpan saja

dibagian dalam (terhalang oleh barang lain) tas atau ransel yang selalu

% “Tips Perjalanan Menggunakan KRL dengan Aman”, http://www.krl.co.id/tips-
perjalanan-ka-commuter-krl-55.html, diakes pada tanggal 16 Desember 2011.
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Anda pegang. Tas atau ransel itu sebaiknya digendong di depan atau
selalu dalam jangkauan pandangan mata Anda, jangan lupa juga
silent-kan telepon selular anda;

3. Hindari penggunaan perhiasan yang berlebihan dan penggunaan
barang-barang berharga seperti telepon selular atau kamera;

4. Dalam Kereta yang sesak, Anda perlu waspada saat naik atau turun.
Jika Anda merasa dihalang-halangi saat naik atau turun, waspadalah,

hal itu bisa menjadi tanda bghwa pencopet tengah beraksi; dan

5. Tetap waspada, awaran minuman atau makanan

b

dari org D k kasus, orang terbius

ngang ditawarkan

‘ : ¥ (g s i itu tolaklah

tips di atd 3! ! Ps yang s€ ¥ dan perlu

(N CTIE o U S dengan

va bargagebarangYko eff karcaasligri/dir. berian
1ps te pertujuanyeafic@uhcffidak dirug areng ilangan

’ ggunaka

danya a

tuk diperla a benar dan rta tidak

1nat1f 7 v
*a / 1 ”?“h untek diperlakukan
samagBela KTl pvan ngle sama kepada

semua KOns : rocoest U, agama, budaya,
daerah, pen > maupun status sosial.
Pelayanan per dalam 2 (dua) layanan yakni
KRL Ekonomi dan KRL Commuter. Pembedaan layanan perkeretaapian
tidak menjadikan penumpang KRL Ekonomi terdiskriminasi. Dalam hal

ini, seluruh penumpang kereta api harus mendapat pelayanan yang sama.

7 Penjelasan pasal 4 huruf (g) menyatakan bahwa hak untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah,
pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
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Fasilitas-fasilitas yang ada dalam KRL Commuter yang tidak
disediakan pada KRL Ekonomi bukan merupakan bentuk diskriminasi.
Pihak penyelenggara perkeretaapian telah menyiapkan pilihan bagi
konsumen. Penumpang dapat memilih menggunakan KRL Commuter
yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas atau memilih menggunakan
KRL Ekonomi. Oleh karena itu hal ini didasarkan pada hubungan
kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha. Perbedaan tarif
merupakan bagian dari perjgpjian tersebut. Apabila konsumen ingin

pada KRL Commuter maka

mendapatkan fasilitg

konsume 5

h. hak et g afau penggantian,
a a da Y d 1d | QU an perjanjian

: ak B2 Y
dari pem® ';?n sasi, gantl Toema ggantian
eS|k ONSUTT Aol semula,
b@lah peLisiiva ya ol konsuaeen itu t1 L. Untuk

MCMpeH ak ini, Mk IR Uhc@harus dapa bukt bahwa
adalah f & & M g sah. Pe ersebut
V1 karcis kerej 3 “ ° ‘

vApabila terja 3 Pembatalan 'Uedatangan
ke pl, "‘!?"o SUd Dg

“\@‘ an bali karcisnya

ukarkan karcis

untu e DUFSH CTITOCHY

dengan R -f..
Seded ‘r -~ Watkan oleh kelalaian
2 AP Co

1 mmuter Jabodetabek maka

ataupun kesalahan
penumpang kereta api berhak memperoleh santunan ‘dari asuransi PT.
Jasa Raharja. Untuk memperoleh santunan, maka penumpang kereta api
harus:

1. Meminta formulir dengan menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat

2. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :
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a) Keterangan kecelakaan dari instansi yang berwenang, di mana
surat keterangan tersebut berbentuk telegram yang dikeluarkan
oleh kepala stasiun terdekat dari lokasi terjadinya kecelakaan.

b) Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.

c¢) KTP / Identitas korban / ahli waris korban.

3. Bukti lain yang diperlukan:

a) Dalam hal korban luka-luka perlu melampirkan kuitansi biaya

rawatan dan pengobata

b) Dalam hal korjag

ang asli dan sah.

a perlu melampirkan surat kartu
f oh) b

dang-undangan

Y ot 0] gbertambah
;? . Ketentu? Az embuka

u mejy 1 PC JNSuUmen

rdak dig pada Ygctoliliangiiatas dalam per? Fundang-

undadangs n.

indungal

3 g-Undang g Tahun
1999 Perlindungaj ) h ak ya diatur hak-hak
konsumWiapat beberafs pang mengat‘uperti:

1. Pa

. Or), pargield it mengenai kondisi

dan j #{% 0 Vmemberl penjelasan
penggunaan, perba o clifraan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara behar dan jujur serta
tidak diskriminatifmenjamin mutu barang dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

¥ “Prosedur Klaim Asuransi” (a), op. cit., diakses tanggal 16 Desember 2011.

? Indonesia (b), op.cit., ps. 7.
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d. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan;

e. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, gangarugi, dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang pnanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjj
ndang-Undang

\ s g ¥ : usaha dalam

i Pro tid ufen
I JnglT [arangan al hha untuk
agg an pare #a yang

] -

emenuidegiau tiCk JEbaigflencapnaataadar yal Fyaratkan

10

v. r .

in peraturd

Blandar ke P pakan sd ¥ ypdikator
vmenentuka ak h scbut layak Hﬂl\( layak
v dioperasika

i\

kela ygiragay o [T CIAPSRumeAReRC 11 T e SeRR 1D (Lo as kereta, tidak

kan saraniv prasarana

enuhi standar

semua TaSTHeae v: a 2 cr berfungsi semua.
Terlebih la j pendingin udara (Air
Conditioner/AC) tidak Deke o Micnyebabkan penumpang di dalam

kereta merasa sesak sehingga dapat membahayakan penumpang kereta.
Jika dipandang dari daya listrik yang menjadi sumber penggerak
kereta api, maka dapat ditemukan bahwa daya listrik yang ada masih
sangat minim dan terbatas sehingga jumlah KRL Commuter yang dapat
dioperasikan dengan daya listrik yang ada juga sedikit. Ketidaksesuaian

daya listrik dengan persyaratan yang ada menyebabkan sering terjadi

' Ibid., ps. 8 ayat (1) huruf a.
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penumpukan penumpang karena sedikitnya jumlah kereta yang
beroperasi akibat tidak tercukupinya daya listrik untuk menggerakan
kereta tambahan.

3. Pasal 19 ayat (1) yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha
untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan.'

Konsumen dapat memyjgta ganti rugi kepada pelaku usaha atas

kerugian yang dialagas geunakan KRL Commuter. Ganti

kerugian ol i Qg atau penggantian

santunan yang

ang berlaku.

ujuh) hari

g@PCrian  ga ut tidak

§ N da untuta asarkan
Ktian lehalalanjut ik i gfanya lug kesala tetapi,

eteniyd 1 tidak b8 2 #E|a ncdiuktikan
KResalaha - k@ean konsu “ngbuktian
vap ada tidak ; iy IR kasus pidau
VKerugian yarng prngguna jas VCommuter
disg éf;‘v’ olgh ig 423 .h"f,e k

pemg 4 o 5 s 000 Dol e mengalami

Commuter,

luka atdOe=—eRar i [ : crugian yang dapat
dimintakan "% S ‘ it aMgian yang dialaminya
adalah pengembalian tUthg; pengPantian barang dan/atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya, atau santunan yang sesuai dengan ketentuan

" Ibid., ps. 19 ayat (1).
2 Ibid., ps. 19 ayat (2) dan (3)
B Ibid., ps. 19 ayat (4).
' Ibid., ps. 19 ayat (5).

S Ibid., ps. 22.
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peraturan  perundang-undangan (jika terjadi kecelakaan yang
menyebabkan penumpang luka-luka atau kehilangan nyawa).

4. Pasal 23 mengatur tentang gugatan kepada pelaku usaha yang menolak
dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi
atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) melalui badan penyelesaian sengketa
konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan

konsumen.'®

Apabila PT. K4 ldetabek menolak dan/atau tidak

memberi gtutan ganti kerugian

kons 0 a psynen mengalami

kil \ f 3 etabek, maka

ik d Bl OO

¥ u " plnyelesaian

ghsumen aty i ke badd

O [1C
me akan balya ak@lf usahggmee memjs

wajib o uhi jamig dEOEEE o si vang d afi dag

jikan."
VBentuk jary iy M . psi - yang dl oleh

Henggara perk 2 fhsi yang dilieun oleh PT.
Jas™Raha ﬂ A ”-}Y:t

. Pas

Ji tempat

Pkan jasa

au yang

mbeli karcis.

Bk cta konsumen
berwenary® RN} aap pelaku usaha yang
melanggar# “ - il 0, Pasal 25 dan Pasal
26." Sanksi administra b penetapan ganti rugi paling banyak Rp
200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).”

' Ibid., ps. 23.
7 Ibid., ps. 26.
'8 Ibid., ps. 60 ayat (1).

¥ Ibid., ps. 60 ayat (2).
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7. Pasal 62 ayat (1) yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*

Pasal 62 ayat (2) yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha
yang melanggar ketentuan sehgoaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal

12, Pasal 13 ayat (1 0, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d

dan huruf gilig o Jama 2 (dua) tahun

atau pig e DOy(lima ratus juta

)
RasH e [ h@ terhadap

T

a yang tela

% agull
.cn b=
mumgaieeadDUtUSS

C. peng an keputimig

-
ol

4.2.2 Analisis

ah peng \
gian konsu

jiban pen

Commuter

i ngguna Jasa KRL
»’m-Undang Nomor 23

Ketentuan — ketentuan dalam UU Perkeretaapian yang mengatur mengenai

Tahun 2007 tentang PeTke

aspek perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi kereta api, di

antaranya terdiri atas:

0 Ibid., ps. 62 ayat (1).
L Ibid., ps. 62 ayat (2).

2 Ibid., ps. 63.
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1. Pasal 54 ayat (1) mengatur fasilitas di stasiun kereta api sebagai tempat
untuk keperluan naik turun penumpang, setidaknya dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang,
penyandang cacat, kesehatan dan fasilitas umum (toilet, mushola, dan
restoran).”

Tujuan penyediaan fasilitas-fasilitas ini oleh PT. KAI Commuter
Jabodetabek di dalam stasiun kereta api adalah untuk menjamin

keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang. Akan tetapi

sampai saat ini, tidgl ereta api menyediakan fasilitas-

fasilitas (udE. 0 Al yang menggunakan

kursigrq Jak e fag bagi mereka di

St ) ab3d

2 AP p3 L K 1 o hnficknis dan
claikan Of ' P perkeretaaPramnT Wasllilakukan

MY polomgaan! ngu arana fiplitersebut

vn olebBgmerintyy d4dagt diligaaallan kep N, hukum
atau lg Pa yang mopdafeik it dari Pe b~ Podifriksaan

‘ perkeret? [ u eh peny® Moy sarana
alam peng A Wi pertama Ml terhadap

perujpmiag ; DereEEeCT 10 Do S an rekayasa®’,

uji statiSee y] aqi an o Cmerintah dan dapat

> Indonesia (a), op.cit., ps. 54 ayat (1) beserta penjelasannya.

26
taaplan

h mengalami

** Ibid., ps. 98 ayat (1).
> Ibid., ps. 98 ayat (2).
*° Ibid., ps. 98 ayat (3).

* Uji rancang bangun dan rekayasa adalah pengujian yang meliputi uji ketepatan atau
kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana perkeretaapian.

*% Uji statis adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan
kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan tidak bergerak.
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dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat
akreditasi dari Pemerintah. KRL Commuter yang mengalami perubahan
spesifikasi teknis harus mendapat izin dari Menteri.

Uji berkala, dilakukan untuk KRL Commuter yang telah
dioperasikan sesuai dengan ketentuan terhadap fungsi sarana
perkeretaapian yang meliputi uji statis dan uji dinamis yang dilakukan
oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau
lembaga yang mendapat akredgtasi dari Pemerintah.

Pemeriksaan papian  wajib  dilakukan oleh

penyelengg : g . () jap jenis sarana dan

sesug ¢ an teknis yang
adwal yang
pRmeriksaan

ATIPOMEC rctaapian uk yang

juan dilakukantane peeriksal h untuk

nmemagtd seluruh FtadPian _memiM ondisi g baik

0 aman d¥g oay penumpang
bﬂ% yang me ) kil kaan perkergdi mana
uhal terjadi K 3 Plhak penye Mprasarana
peMaa . aliye i . SO rk&apian harus

melajaeg
a. merTo. Jakap ug 6 cqan Jameesernatan lalu lintas;
tindakM ; ; f hhntara kereta api yang

berada di jalur yarrssz g® mencegah terjadinya kecelakaan

A Cres

lain.

¥ Uji dinamis adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan
kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan bergerak.

3% Totok Purwo, “Indonesian Railfans”, http://www.semboyan35.com, diakses pada tanggal
16 Desember 2011.

3! Indonesia (a), op.cit., ps. 125.
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b. menangani korban kecelakaan;
saat terjadi kecelakaan, petugas di stasiun terdekat akan langsung
memanggil bantuan dan menuju ke tempat terjadinya kecelakaan
untuk membantu korban kecelakaan.

c. memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api
lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai
stasiun tujuan;

d. melaporkan kecelakaan gkepada Menteri, pemerintah provinsi,

pemerintah kabyg
laporgs  untuk mengevaluasi

bngegah  terjadinya

eC da arakat
enormalkd a2 [1ntas ker g Hilakukan
o dWa b pl

yidikapgaual yailQancilirikgian dapdagaelitian ari dan

[

pulkan b3 ¢ dapat OWEELan schdlhi bukti

011 S0 1

ya tind ‘ ol can  kece

1 : eta api

ng dapat dil3 ngh & Pegawai Ne (PPNS)
ubidang perk® Pat-cepatnya Mkoordinasi

4. Pasal 1 g
dengan keﬁg

a. mengutamaka

Pcngangkutan orang
erkeretaapian wajib:>
manan orang;

b. mengutamakan pelayanan kepentingan umum;

prinsip untuk mengutamakan pelayanan kepentingan umum ini
diatur dalam kode etika perusahaan, di mana PT. KAI Commuter

Jabodetabek mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen

32 Ibid., penjelasan pasal 125 huruf (f).

3 Ibid., ps. 133 ayat (1).
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berdasarkan 4 pilar utama misi perusahaan yakni keselamatan,

ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan.
c. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan;

d. mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan

kepada masyarakat; dan

pengumuman jadwal dan tarif angkutan kepada masyarakat dapat

dilakukan di stasiun atau media cetak atau elektronik.’*

e. mematuhi jadwal ) ereta api.

merug ‘ 1 er Jabodetabek dalam

od bi Jperangkat sesuai
: djmmuhi oleh PT.
s ArCL ¥t gangguan
engopera q gdPRcreta api - engalami
pak g mcn pang di
Vm keretaapi terS@ut

ayat P ARt _Lahwa e : sarana

aapian el qap pengom yang

vlaml kerugig S coal dunia sebabkan

H goperasia Bentuk pe
W

9" \.‘7 Datan agl pengguna

g jawaban

jasa %lmJ-‘yu-imunn.r.4-uuu- oLoolSaang meninggal
dunia. KTTOg andeditangotng oleh penyelenggara
sarana perke PeWe I Bion Renilangan atau kerusakan
barang sebagai akibat pChgOel®®an ahgkutan kereta api.

Dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian oleh PT. KAI
Commuter Jabodetabek, pengguna jasa yang membeli karcis terlindungi
dengan asuransi yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja. Pengguna jasa

dapat melakukan klaim atas asurani ini apabila pengguna jasa mengalami

kecelakaan akibat kesalahan PT. KAI Commuter Jabodetabek yang

3 Ibid., penjelasan ps. 133 ayat (1) huruf d.

3 Ibid., ps. 157 ayat (1).
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menyebabkan pengguna jasa luka-luka bahkan sampai meninggal dunia.
Penyelenggara perkeretaapian turut serta membantu proses klaim dari
pengguna jasa kepada PT. Jasa Raharja.
6. Pasal 172 yang mengatur peran masyarakat di mana masyarakat
berhak:*
a. memberi masukan kepada pemerintah, penyelenggara prasarana
perkeretaapian, dan penyelenggara sarana perkeretaapian dalam

rangka  pembinaan, penyelenggaraan, dan ~ pengawasan

perkeretaapian;

masyga [ A D3 pluhan, saran maupun

. elenggaraan, dan
b : c pihak-pihak
5, Tak PFig at kabar,
ungi custo ’ ’ qoC dENCe), pada
4 2 ‘ .
b\\dapa palay ananYgcniillengParaan aaskerctaa dengan

pelayananWgin g

ndar pel ap tertera

v dalam Kode er Jabodetabe an Etika

un Perilaku Mt budaya
éf?‘ Lol U a1 . mar perilaku

n ] rencana induk
perkere -

7. Pasal 187 ayat (1) y

paraan pert

si pidana bagi penyelenggara
prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian
umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi prasarana
perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang
mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau

barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6

3% Ibid., ps. 172.
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(enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).”’

Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari
penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagai korporasi. Pengurus
dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama
korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja

atau berdasar hubungan lain dglam lingkup usaha korporasi tersebut, baik

sediri-sendiri atau begd

Pasg g n! : pocnyelenggara sarana
& C

perkere, g pagian umum yang
ti ; : Jcrkeretaapian
S i , j in ecelakaan
n kerugia 4 Darome g a dengan
 DATTRERL i ‘ gl pidana
baling bagaak Rp . Atus jut
J :

ketentu® o Mipidana 2 L pengdlhs  dari

ggara S8 pe 1 S | orpora
adalah orangiia 02 “ i i kedudukan
ulr organisas T - dak untulhuatas nama
koﬂsi : '.?".- e ol Woa! 0 S ‘:;’c% arka™ubungan kerja

51 tersebut, baik

s dalam

al dalam

atau Eeeasar Mmee 5 Jrenge 1 KOs

sediri- s€

BRI Crs o m T
=P
\_J

tanpa hak berada di s, di atap kereta, di lokomotif, di

agi setiap orang yang

gerbong, atau di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk

penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), dipidana

37 Ibid., ps. 187 ayat (1).
3 Ibid., penjelasan ps. 187 ayat (1).
* Ibid., ps. 189.

*0 Ibid., penjelasan ps. 189.
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dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda
paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*’

Pasal 211 yang mengatur sanksi pidana bagi penyelenggara sarana
perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap
pengguna jasa, awak sarana perkeretaapian, dan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (1)
dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda palingganyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

{ muter Dalam
n Oleh PT.
il U g abodetabe F elenggara

alah A fhak-hak

anspOogasifiret@ifapi scadad denga an pada

or 8 TMun WS Eng#fic Perlind®gme. Ko en dan

iy ¥ Nomor ul \ ang eretaapid 2 pndang-
undan t juga meng iy T o R apabila PT.Jmmuter
Jabodetau:laku penye = tidak daiuaksanakan

kewajibanny®®yang ‘?"-_' ’ l &1DC ‘!\‘\v‘ hal®fak konsumen

pengguna jasg

Sampai sad ; KyliPOTNE K permasaememr yang dialami oleh
konsumen penggunw;u & ngRl . ommuter Jabodetabek
telah berusaha semaksimal mui®Xi efMgkatkan kenyamanan konsumen.

Permasalahan ini berdampak pada terlanggarnya hak-hak ~ konsumen yang
terutama dialami oleh konsumen pengguna jasa KRL Commuter yang rela
membayar karcis lebih mahal untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang
lebih baik. Untuk itu beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen KRL
Commuter dalam hal hak-haknya terlanggar adalah:

* Ibid., ps. 207.

* Ibid., ps. 211.
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Konsumen dapat mengajukan keluhan dan menyampaikan sarannya

Bagi konsumen pengguna jasa KRL Commuter yang merasa haknya
dirugikan akibat pelanggaran oleh penyelenggara perkeretaapian dalam hal
keterlambatan jadwal kedatangan KRL Commuter, perubahan sistem atau
jadwal KRL Commuter yang merugikan konsumen, pelayanan oleh petugas
yang buruk, ketidak nyamanan dalam menggunakan KRL Commuter, dan
lain-lain, dapat mengajukan keluhan kepada PT. KAI Commuter

Jabodetabek. Pengajuan kelubgn tersebut dapat dilakukan melalui

penyampaian secara lgg gas kereta api, bagian humas

stasiun maug i ) 3 gelayanan konsumen;

melaluigte Jaf [ S segerti twitter dan

facel;

a0 KO oo g , aj langsung
kereta ap '

Pimas stasiu [ ak yang
can Deganat sugdr, mclalt s; dan

aring sagaalscperii wille diih facchs

an hagsil WawidlE N calfon _salah sC g D° bidang

[ : : @ Stasiun pgngajuan
) dan saran da ﬁ k baik jika diSaJ: secara
laru epada petu : gas dalam

konsu
pa keluhan dan

n1 keluhan
etugas terkait.
Namuny
saran harus CTeDaIK o : cromet dan saran terkadang
tidak disampa tohnya apabila kereta
mengalami keterlambataiT keS8 tasiun Depok, maka konsumen
seharusnya mengadukan perihal keterlambatan kedatangan kereta tersebut
pada petugas yang bertugas dalam menangani keluhan konsumen di Stasiun
Depok bukan petugas di Stasiun tujuan.

Penyampaian keluhan dan saran pada pihak yang tepat dapat
membantu stasiun yang bersangkutan dalam penyusunan laporan yang

mengulas kinerja pelayanan perkeretaapian. Laporan tersebut akan dibahas

dalam rapat evaluasi yang diadakan setiap bulannya. Akan tetapi dalam
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keadaan tertentu seperti perubahan sistem yang menyebabkan kekacauan
dalam penyelenggaraan perkeretaapian maka rapat evaluasi dapat diadakan
setiap 3 (tiga) hari sekali. Terhadap keluhan konsumen yang dievaluasi,
akan dicari solusi sebagai penanganannya. Sedangkan saran yang dianggap
bermanfaat akan diterapkan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
Contohnya: pada awal penerapan single operation, beberapa konsumen
pengguna jasa KRL Commuter Bekasi — Jakarta mengeluhkan kurangnya
jumlah KRL Commuter pada pagghari sehingga menyebabkan penumpukan
penumpang di stasiun i a meminta penambahan jumlah

KRL Com af gmmuter Jabodetabek

kemudig ogerasi pada pagi

hari jun. Namun,
peha - W g dagam jadwal

S To— W VW nembeli ka

QIFSUMEN _Depoouna Y sa omder yang ilanggar

od dapg gajukan "Wwoal CindafP . KAI (Sgauter Jolldetabek

1 yang 8 Pcgar atau
c N lg diajukan gu&ngajuan
Y. c bertu Hyelesaikan

PSK (Badan

onsumen

R lainnya ya
guvtersebut dap
sengk

yang berada di

lingkungan e :
Berdasar 4 < i mrang petugas bidang
m cl

Hukum PT. KAI Commu Stasiun Kota, konsumen berhak
untuk mengajukan gugatan kepada pihak PT. KAI Commuter Jabodetabek
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui
peradilan umum. Akan tetapi sampai saat ini, belum terdapat gugatan dari
konsumen yang sampai pada tahap tersebut. Penyelesaian sengketa

konsumen biasanya dilakukan tanpa melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) maupun peradilan umum.
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Konsumen dapat meminta santunan akibat kecelakaan KRL Commuter

Bagi konsumen pengguna jasa KRL Commuter yang mengalami
musibah akibat kelalaian maupun kesalahan pihak PT. KAI Commuter
Jabodetabek yang mengakibatkan konsumen luka-luka atau meninggal
dunia, konsumen dapat meminta santunan dari asuransi PT. Jasa Raharja.
Pemberian santunan diberikan kepada konsumen yang dapat menunjukkan
karcis KRL Commuter sebagai bukti penumpang yang sah. Ketentuan

terlindunginya penumpang den asuransi PT. Jasa Raharja tertera pada

bagian bawah karcis.

Gambar4d
-

yang diperlukan yakni:
a. Meminta formulir dengan menghubungi kantor Jasa Raharj a terdekat
b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :

1) Keterangan kecelakaan dari instansi yang berwenang, di mana surat
keterangan tersebut berbentuk telegram yang dikeluarkan oleh
kepala stasiun terdekat dari lokasi terjadinya kecelakaan.

2) Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.

3) KTP / Identitas korban / ahli waris korban.
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c. Bukti lain yang diperlukan:
1) Dalam hal korban luka-luka perlu melampirkan kuitansi biaya
rawatan dan pengobatan yang asli dan sah.
2) Dalam hal korban meninggal dunia perlu melampirkan surat kartu
keluarga / surat nikah (bagi yang sudah menikah).
Santunan yang diberikan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan
(sesuai ketentuan); santunan kematian; atau santunan cacat tetap. **
Berdasarkan hasil wawan

Hukum PT. KAI Cg

ara dengan salah seorang petugas bidang

agbek di  Stasiun Kota, peran

penyelengga

{ (2 membantu kelancaran
proses perg ‘ ) ht sabut dapat berupa
pem‘ S e )u ap ‘ yang perlu
dile K TR Pg ag formulir

m santuna ‘»Q @PT diperole™ peee Pelayanan

di Aol a yang

fikan {oeaulir beSta Snpidin dapdamleti vang ¥ N, kepada

ahak asyg > dan lain-

cngklaim u . eh Baik jika yang
1 kecelakag s M g ampirkan &J‘arangan
keM sebagai sa . g sehingg Hperolehan
santuMap &3""' DS Ui - \\\ ‘

~ O~

D andfl, scbagal Wl (ambaldl dalam

# «“Prosedur Klaim Asuransi” (a), op.cit., diakses tanggal 24 Desember 2011.
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BAB V,
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan mendasarkan pada uraian yang disampaikan di atas, dapat diambil
beberapa kesimpulan sehubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen
pengguna KRL Commuter pengoperasian tunggal (Single Operation Commuter

Line) yang diselenggarakan oleh PT. AT Commuter Jabodetabek, yakni sebagai

berikut:
galami oleh konsumen
ery Secara umum,
konsumen
alRk adalah
tabek, di
But 1 dap@™QitemuRs g stasiun

un hgpaaepada SRsidlstagiun tepltg

aja so Onsumen

hodCrtanya paliapd ¥ 1o8Ct penjuala IS vanglerakibat

ambatn S THC kW di loket oy karcis.
V:rmasalahan iku h h. ahan inforMn KRL
Vommuter yarggme . petugas stasig}Mgga akan

a bergantung

psiun  tersebut.
an)oscasts VY gt tidaksesoanan  informasi  yang

mﬁ : Wakan membeli karcis
dengan KRL yan ; ingga konsumen harus kembali
menukarkan karcisnya karena tidak ingin didenda. Permasalahan
berikutnya adalah kedatangan kereta tidak sesuai dengan jadwal
sehingga konsumen terlambat untuk mengerjakan aktivitasnya.
Permasalahan lainnya yakni daya angkut KRL Commuter yang tidak
mencukupi  yang mengakibatkan ~menumpuknya konsumen
pengguna jasa KRL Commuter di stasiun-stasiun pada jam-jam

padat. Jumlah tempat duduk yang terbatas juga menyebabkan
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uiperpustakaan
Inserted Text


konsumen menggunakan kursi lipat dan/atau koran sebagai alas,
padahal penggunaan kedua alat ini dapat membahayakan
keselamatan konsumen lain di dalam KRL Commuter. Permasalahan
lainnya adalah kondisi sarana dan prasarana KRL Commuter yang
kurang layak dan kurang memadai sehingga dapat menyebabkan
terjadinya kecelakaan KRL Commuter.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan Undang-gl/ndang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian, ah memuat ketentuan-ketentuan
yang il g i nin dan juga sanksi
ay ’ { el an tetapi dalam
el ' N\ )i ? pat terjamin
e qupH TCTQTC o Pl cyivelenggara
paasaa BN TN \.y : Commu Q bk untuk
Tl Ka aya PenygTo caras o Hal ini
udiapgdaen oakiOgtk il muyliculn yaamarmasal asalahan

Rerap dialNg ondfmen dala enooldEn  jasa
vp % h S konsumen
“lam menghd . ke yelenggar Heretaapian

%Ia {@ \ sara :.;%%- aI;hkeluhan dan
e . BRI SCCaT e Co dg" il 1 0o s kereta api,
bagid BITAS  Stagilly
pelayw
twitter

sosial seperti

eretaapid

aya-upaya ommuter

AUy thak yamgeocrhubungan dengan
3 | s; dan melalui jejaring
ficeBOok. Penyampaian keluhan dan
pendapat  konsumen ini dapat membantu penyelenggara
perkeretaapian dalam rangka memperbaiki pelayanannya ke arah
yang lebih baik. Upaya berikut adalah pengajuan guagatan oleh
konsumen di mana upaya ini dapat diajukan melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui
peradilan umum. Upaya lainnya adalah meminta santunan akibat

kecelakaan KRL Commuter yang disebabkan oleh kelalaian ataupun
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kesalahan dari pihak penyelenggara. Klaim untuk memperoleh
santunan diajukan kepada PT. Jasa Raharja, sedangkan pihak PT.
KAI Commuter Jabodetabek hanya membantu memberikan
informasi mengenai tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan
konsumen untuk memperoleh santunan, menyediakan formulir untuk
mengklaim santunan yang dapat diperoleh pada Unit Pelayanan
Kesehatan yang terletak di Stasiun Manggarai, sebagai perantara

yang menyampaikan fogulir beserta lampiran dan bukti yang

diperlukan kepagds gan lain-lain.

5.2 Saran
Kerofiay a1 % ' e} a di bidang

1

transpojias u gyanannya

8 d
SPDENZEUNA | Pl terjamin o kcamanan

DSR2 C SN a1 ngkare layanan

erlu_dilalesanakaf sqilira iCrsaiaegaias teru pelaku

usahZ@an kon;

menjqd alam pen Y. o d ; Ctage vakni:
Vmberian pelgmag ﬂ A O muter Jabd kepada
Uluruh petug® ¥ bekerja s Mngsung di
dsiu 0 Lanalih ol Nidan 1 -m on;*n.

et penerangan
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4. Memperbaiki sarana dan prasarana perkeretaapian, seperti
mengganti pegangan tangan yang hampir putus, mengganti kaca
jendela yang pecah, memperbaharui pantograph dan kabel listrik
serta memastikan kondisi rel kereta.

5. Menertibkan konsumen yang membawa anak-anak dengan batas usia
tertentu untuk membeli karcis. Bagi konsumen yang melanggar

ketentuan ini, dikenakan sanksi berupa denda seharga karcis suplisi.
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